KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Standar tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana (cash towards
accrual). Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis akrual penuh (full accrual basis) sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut telah membawa dampak
perubahan yang sangat signinfikan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah baik di tingkat
pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD berupa laporan keuangan dengan susunan dan sajian sesuai dengan SAP.

Dalam penyusunan dan penyajian laporaan keuangan sesuai dengan SAP, ternyata cukup
banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh instansi pemerintah. Sejak SAP pertama kali diterbitkan,
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerima cukup banyak pertanyaan melalui
surat masuk dengan kasus-kasus yang beragam baik dari intansi pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Terhadap kasus-kasus tersebut, KSAP memberikan tanggapan setelah melalui

suatu proses baku (due process) tanggapan atas surat masuk.

Kumpulan surat masuk dan tanggapan atas kasus-kasus tersebut, disusun dalam Bunga
Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan ini. Melalui bunga rampai ini diharapkan masyarakat
pengguna SAP dapal memperoleh gambaran mengenai kasus-kasus yang dihadapi oleh unit instansi
pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai SAP beserta tanggapan
yang diberikan oleh KSAP, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat pengguna dalam

memecahkan kasus-kasus serupa.

Jakarta, Januari 2012
Ketua Komite

Binsar H. Simanjuntak
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Perihal . Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap

Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas
Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS)

~

Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

D
7 Jakarta

Sehubungan dengan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (RUU P2 APBN TA 2005),
antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan RUU P2 APBN TA 2005 merekomendasikan
adanya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Investigatif) atas pengeluaran
sebesar Rp3.997.615,32 juta yang tidak melalui mekanisme APBN tetapi dibayarkan langsung
dari Rekening 600.000411-Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing.

2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, didasarkan pada Temuan Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2005, yang salah satu temuannya menyatakan: "Terdapat pengeluaran sebesar
Rp3.997 615,32 juta yang tidak melalui mekanisme APBN tetapi dibayarkan iangsung dari
Rekening 600.000411-Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon pendapat Komite terkait dengan
perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran
kas atas Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS), termasuk mengenai saat pengakuan
pendapatan dan bagi hasil PKPS terkait.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.n. Direktur Jenderal,

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan;
Direktur Jenderal Anggaran;

Ketua Tim Audit LKPP Tahun 2008, BPK RI;
Direktur Pengelolaan Kas Negara,

Direktur PNBP, DJA;

Kepala BP MIGAS

oA LN =
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Hal . Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas

Yth. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan

u.p Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-1803/PB/2007 tanggal 30 Maret

2007 perihal Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap transaksi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS).
dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I
1.

Perlakuan Akuntansi

Penerimaan bagian pendapatan pemerintah dari PKPS sebesar 71,1538%, yang

pada saat ini dibukukan ke dalam rekening 600 terkandung tiga unsur penerimaan
yaitu:

Pertama : Penerimaan unsur PNBP:

Kedua : Penerimaan unsur fee kegiatan hulu migas yang menjadi hak BP Migas;

Ketiga : Penerimaan unsur-unsur yang harus di-reimburse kepada kontrakior
PKPS, seperti PPN, Bea Masuk, PBB, PBDR, DMO fee, under/over
lifting fee, dll.

Dengan mengacu pada definisi pendapatan yang tercantum pada PSAP 01 tentang
Penyajian laporan Keuangan paragraf 8, yang berbunyi: "Pendapatan adalah
semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah” maka penerimaan
dari PKPS sebesar 71,1538% tersebut di atas belum dapat diakui sebagai
pendapatan, .karena masih diperhitungkan unsur pengurang (unsur kedua dan
ketiga diatas). Kami berpendapat penerimaan bagian pemerintah tersebut

diklasifikasikan sebagai “Kewajiban" dengan nama akun “Pendapatan Migas yang
Ditunda”.

. Selanjutnya, pengeluaran uang untuk membayar fee kegiatan hulu migas (unsur

penerimaan kedua) dan pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang
menjadi hak kontraktor (reimbursement unsur penerimaan ketiga) adalah unsyr
pengurang (contra-account) terhadap ‘Pendapatan Migas yang Ditunda”. Jadi -
unsur pengurang pendapatan tersebut bukan termasuk belanja sebagaimana
dimaksud dalam definisi belanja menurut PSAP 01 paragraf 8 yang berbunyi.
"Belanja adalah semua pengeluaran darn rekening Kas Umum Negara/Daerah yang



mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Dalam jangka wakiu tertentu, unsur penerimaan kedua dan ketiga harus
diselesaikan/dibayarkan dengan jumiah tertentu yang dihitung atas dasar nota
penagihan yang diajukan oleh yang bersangkutan. Pada akhir tahun, besaran
reimbursement diestimasi berdasarkan data historis. Dengan telah diselesaikannya;
reimbursement unsur penerimaan kedua dan ketiga atau estimasinya pada akhir
tahun, maka yang tersisa adalah unsur penerimaan pertama, yaitu PNBP, yang
jumlah seluruhnya harus segera disetorkan sebagai pendapatan negara dengan
memindahkannya dari rekening 600 ke rekening 502.

. Penerimaan dan pengeluaran dari rekening 600 harus diungkapkan secara

memadai dan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Tanggungjawab Pelaporan Keuangan

. Sehubungan dengan penerimaan "Pendapatan Migas yang Ditunda® yang untuk

selanjutnya harus diselesaikan dengan memilah-milah menjadi PNBP, fee kegiatan
hulu migas, dan reimbursement kepada para kontraktor migas akan menimbulkan
aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi sebagai berikut:

1.1. Aktivitas Perbendaharaan
a. Aktivitas penyelenggaraan kas masuk dan keluar ke dalam rekening 600,
b. Aktivitas verifikasi kebenaran tagihan fee kegiatan hulu migas;
¢. Aktivitas verifikasi kebenaran jumlah reimbursement PPN, Bea Masuk, PBB,
PBDR, DMO fee, under/over lifting fee, dil.yang ditagih oleh para kontraktor
migas;

d. Aktivitas pemindahan sisa “Pendapatan Migas yang Ditunda" ke “Pendapatan
PNBP".

1.2. Aktivitas akuntansi, yang a.l. meliputi:

a. Pencatatan transaksi penerimaan migas ke dalam akun “Pendapatan Migas
yang Ditunda”;

b. Pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam akun kontra "Pendapatan
Migas yang Ditunda" untuk membayar fee kegitan hulu migas;

c. Pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam akun kotra “"Pendapatan
Migas yang Ditunda" untuk membayar reimbursement yang ditagih oleh
kontraktor migas;

d. Pencatatan transaksi pemindahan kas sisa “Pendapatan Migas yang Ditunda”
pada rek 600 ke “Pendapatan PNBP" pada rek. 502;

e. Pembuatan Laporan Keuangan setidak-tidaknya berupa Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai bentuk pertangungjawab
penyelenggaran PNBP migas .

Aktivitas perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi tersebut di atas perlu
diwadahi dalam suatu entitas pemerintahan yang menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku dapat diminta bertangungjawab dalam pelaporan
keuangan. Untuk itu, dapat dibentuk tiga alternatif entitas berikut:



2.1. Suatu Unit datam Kementerian sebagai entitas akuntansy,

2.2. Suatu Badan Layanan Umum, sebagai suatu entitas pelaporan,

2.3. BP Migas selaku badan hukum millk negara ditingkatkan menjadi entitas
pemerintahan yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Masing-masing bentuk entitas pemerintahan di atas mengandung kelebihan dan
kekurangan, sehingga masih harus diadakan penelaahan lebih lanjut. Pada
prinsipnya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan berpendapat bahwa belum
jelasnya entitas yang bertanggungjawab secara terintegrasi atas aktivitas
perbendaharaan dan penyelenggaraan akuntansi menyebabkan tidak jelasnya
pertanggungjawaban laporan keuangan PNBP migas.

Demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasama yang baik kami
ucapkan terima kasih.

3\

A il ,&Ketua Komite Kerja,




EMERINTAH PROPINSE BRI At
SEKRETARIAT DAERAH

Jin Jend Sudirman No. 460 Telepon (0761) — 31222, 33617, 33746 33757 a. 07&%1. - 23247
PEKANBARU  mseD s

Pekanbaru. -, Juli 20¢7

Kepada Yth

Nomor 900/Keu/ - Sdr.Kelua Komile Standar Ak v ang;
_ampiran - Pemermighan (KSAT
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pengembalian belanja dan Departemen Keuangan R:
kekurangan atas belanja dana
bagi hasil pajak. di -
JAKART A

Dalam upaya menghindari kesalahan interprestasi dalam renyvusunan dan
pembebanan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan ieama Pemeriniah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007, dengan ini kami mohon hantwan Saudara
untuk memberikan penjelasan tentang posting pada  struktur . anggaran,
lain .

o

alla!

1 Pada Tahun Anggaran 2005 penerimaan asl daerah sekior Ben Pu.'»\ Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tidak mencapai taiget. akar toian: bavaran
belanja dana bagi hasil telah terlanjur ditransfer/dibayaikan «erata Penernian
Kabupaten/Kota, sesuai dengan anggaran yang lelah dialckas~an paca ARRD

tahun berkenaan, sehingga penerimaan atas kafebwan  Savar dana pag:
hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bemmotor (BBN-KL vang  diberman
kepada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota pada Tahun An-garan 2005
dikembalikan. Apakah posting penerimaan atas kelebihan penbavaran dara
bagi hasil Tahun Anggaran 2005, diposting pada Pos Pendapatar atau Pas
Pembrayaan Penerimaan.

2. Pemenntah Provinsi Riau merencanakan untuk menganggarkan <cmial
kekurangan belanja dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota pada 'I Mu N A'--. garan
2006 yang belum dibayarkan. Hal ini diakibatkan pagu angga:ar :
bagi hasll kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun e

herdasarkan target. Setelah diaudit oleh Perwakilan BPK 'D,_-_?:_;zw':;;ar._,
penerimaan pajak daerah tahun anggaran 20006 terjadi pelanpauan carget vang
mengakibatkan adanya Kkekurangan dana bagi hasil kepads Pemernniah

Kabupaten/Kata Tahun Anggaran 2006 yang belum -hibay:
atas kekurangan belanja dana bagi hasil pajak dan Prow nsi wonaia
Kabupaten/Kota akan dianggarkan pada Perubahan APRY Toeun
2007. Apakah posting belanja pembayaran kekurangan elaniz cana
di posting pada Pos Belanja atau Pos Pembiayaan Pengeluarar

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan atas terbhat.on sena bantuan
Saudara diucapkan ternima kasih
1
A.n.GUBERNUR RIAU
_ KRE‘T}\RIS DAERAH
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Perihal - Pengembahan transfer BBN-KB

dan kekurangan atas transfer dana bagi hasil pajak

Yth. Sekretaris Daerah

Propinsi Riau

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/Keu/40.20 tanggal 20 Juli 2007 perihal

Posting penganggarar. atas pengembalian belanja dan kekurangan atas belanja dana bag hasil
pajax dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesual dengan PSAP 10 paragraf 7 Paragraf 14 maka pengembalian kelebthan bayar atas
transfer/bag) hasil dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tahun 2005 dari 9

(sembilan) kabupaten/kota dibukukan sebagai Pendapatan Lain-Lain, dengan jurnal sebagai
berikut.

(Dr) Kas XXX
(Cr) Pendapatan Lain-Lain XXX

Apabila terjadi hal sebaliknya, yaitu transfer dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota
tahun berjalan kurang dibayar karena realisasi pendapatan melebihi pagu, maka kekurangan
tersebut harus dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya pada pos Bagi Hasil dari BBN-KB

Pada akhir tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan untuk mengaku kekurangan bayar
tersebut, dengan jurnal sebagai berikut:

(Or; Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek XXX
(Cn Utang Bag lasil BBN-KB XXX
Perlu kamt sampaikan pula bahwa apabila transfer bagi hasil kepada pemerintah
katupaten/kota dilak ukan berdasarkan pagu hal tersebu! di atas akan terjadi terus menerus

9

ipa akhir tahun 2006 yang sebenarnya mencakup jumlah kekurangan transfer Bag: Hasi
Fajak Ke Kabupalen/Kota TA 2006 akan digunakan untuk pembayaran kekurangan transfer
tersebut Pada APBD 2007 Silpa 2006 tersebut dianggarkan sebagal pos Penermaan
Pembiayaan Penggunaan Silpa. Pembayaran kekurangan atas transfer/bagi hasil pajak daerah
vang belum dibayarkan tahun 2006 dan akan dilakukan pembayarannya pada tahun 2007
dianggarkan pada pos Bagi Hasil Pajak Daerah dengan sumber dana berasal dan Silpa TA
'006. Penggunaan Silpa untuk jumlah tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan

dibukukan sebagai realisast transfer bagi hasil pajak daerah, dengan

Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota X X X
XXX
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Perihal : Penjelasan Lebih Lanjut atas Hasil Konsultasi DJKN

Kepada BPK dan KSAP mengenai Penilaian
Barang Milik Negara

Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Jakarta
Merujuk pada hasil konsultasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Komite Standar Akunlansi Pemerintah (KSAP)

pada tanggal 1 November 2007 berkaitan dengan isu inventarisasi, penilaian, dan pelaporan
barang milik negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil konsultasi menyimpulkan antara lain bahwa “Cut-off date penijlaian aset tetap
adalah per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008. Hasil inventarisasi dan penilaian
merupakan korcksi atas Neraca Awal Pemerintah Pusat tahun 2004 (Neraca Awal) dan
karenanya tidak perlu disusun dua neraca, namun cukup membuat Neraca Pemerintah
Pusat tahun 2007 (Neraca 2007) dan Neraca Pemerintah Pusat tahun 2008 (Neraca 2008)
dengan pengungkapan (disclosure) pada Catatan Alas Laporan Keuangan (CALK)
mengenai penyesuaian nilai aset akibat koreksi penyesuaian hasil penilaian”.

%4

Menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut, selanjutnya DJKN melaksanakan kegiatan
penilaiant di tahun 2007 dan 2008 terhadap seluruh asct telap vang diperoleh s.d. 31
Desember 2004. Hasil dari penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar korcksi nilai
aset tetap pada Neraca Awal, yang dimuat dan diungkapkan di dalam Neraca 2007 dan
Neraca 2008.

3. Berkaitan dengan hal sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas dan dalam
rangka pelaksanaan audit atas LKPP 2007 oleh BPK, kiranya diperlukan suatu
interpretasi berupa klarifikasi, penjelasan, maupun uraian lebih lanjut mengenai
diperkenankannya pemuatan hasil penilaian aset tetap yang dilakukan paca tahun 2007
dan tahun 2008 sebagai dasar korcksi atas nilai aset tetap perolehan s.d. 31 Desember
2004 yang dimuat di dalam Neraca Awal.

Untuk itu, dimohon kiranya KSAP berkenan menerbitkan penjelasan lebih Janjut
terkait permasalahan di alas, yang akan digunakan ocleh BPK sebagai dasar
diperkenankannya memuat hasil penilaian tahun 2007 dan 2008 sebagai bahan koreksi nilai
Neraca Awal pada Neraca 2007 dan Neraca 2008. Penjelasan tersebut, diharapkan dapat
diterbitkan sebelum Tim Audit BPK melaksanakan tugas audit LKPP tahun 2007, yaitu
sebelum 17 Maret 2008. Selain itu, apabila KSAP sependapat, kanu bermaksud memberikan
klarifikasi dan penjelasan langsung secara lebih mendalam sebelum penjelasan tersebut

diterbitkan.,
/L/



Demikian, atas perhatian dan kerjasama Tim Kerja KSAP, diucapkan terima kasih.

+_ Direktur BMN 1T
Selaku Ketua Tim Kerja

b Mo

Suyatno Harun
NIP 060054986

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

2. Auditor Utama [, BPK R[;

3. Auditor Utama II, BPK R];

4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan, DJPB.
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: Pukul 12.00 - 14.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 10

Gedung Dhanapara Departemen Keuangan

Pemimpin Rapat : Direktur Barang Milik Negara I
Peserta Rapat : Daftar terlampir
Agenda Rapat :  Konsultasi DJKN dengan BPK RI dan KSAP berkaitan dengan isu

Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Barang Milik Negara

Rapat konsultasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Badan Pemeriksa
Keuangan RI dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah mencapai simpulan
hasil konsultasi sebagai berikut:

1.

Dalam rangka penilaian aset tetap tidak perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah.
Keppres No. 17/2007 tentang Tim Penertiban BMN tidak menyimpang dan bersifat
perintah kerja atas tindak lanjut hasil temuan BPK/opini BPK atas LKPP tahun 2006.
Keppres mengamatkan pelaksanaan penertiban BMN ditakukan s.d. 2008, dengan target
2007 adalah 20 K/L. Diperlukan peraturan Menteri Keuangan dalam rangka penjabaran
lebih lanjut Keppres No. 17/2007.

Cut-off date penilaian aset tetap adalah per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008.
Hasil inventarisasi dan penilaian merupakan koreksi atas Neraca Awal 2004 dan
karenanya tidak perlu disusun dua neraca, namun cukup membuat neraca tahun 2007
dan neraca tahun 2008 dengan pengungkapan (disclosure) pada Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) mengenai penyesuaian nilai aset akibat koreksi penyesuaian
penilaian.

Penilaian dilakukan untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2004. Sedangkan untuk
aset yang diperoleh tahun 2004 - 2007 tidak perlu dilakukan koreksi atas njlai
perolehan.

Akan disiapkan surat Menteri Keuangan kepada BPK dan KSAP dengan tembusan
kepada Presiden dan seluruh K/L, tentang rencana koreksi nilai aset tetap pada neraca
awal 2004, yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 dan koreksi nilai aset.

Jakarta, 1 November 2007
Mengetahui,

Auditor Utama 11 BPK RI Ketua Komite Kerja KSAP Direktur BMN II

—

Safri Adnan

A, 1y

Suyatno Harun




MENTER!I KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor . 8 TJ4/MK.06/2008 L4 Pebruari 2008
Sifat

Lampiren 1 (satu) berkas

Perihal . Penertiban Barang Milik Negara dan Koreksi Nial Aset

Tetep pada Neraca Per 31 Desember 2004
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Rl

di
Jakarla

Sebagaimana amanat Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk
rmenyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintanan (SAP) serta merujuk
pada Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan BPK atas Laporan Keuz.:gen Pemerintah Pusal
(LKPP) Tahun 2006, Pemerintah tclah menerbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007
tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara yang bertanggung jawab atas kebijakan aset Negara
dan <ialam rangka tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-R1} tentang nila: wajar
aset Negara.

Bnrkenaan dengan itu, kami telah melakukan konsultasi dengan Auditer Utarie i dan {1 BFK-
Rl serta Komiiz Standar Akuntans’ Pemerintahan (XSAP) dan telah menyepakati, antara lai:, hal-
hal sebzgai berikut:

1. Invertarisasi dan penilaian atas seluruh BMN sucah mulai diteksanakan pada awal Nopember
2007 dengan target 2007 sebanyak 20 Kementenan/dembaga {daftar terfampir), dan selebihnya
akan ciiaksanakan pada tahvn 2008.

2. Peniaian BMN dilaksznakan atas saldo BMN per 31 Desember 2004 dengan nilai sekarang
{pada saat dilaksanakan penilaian), sedangkan BMN yang diperoleh setelah per 31 Desember
2004 lidak dilakukan penilaian ulang (menggunakan nilai perclehan). Hasil penitaian akan
digunakan sebagai koreksi atas nilai BMN per 31 Desember 2004,

Selanjutnya, merujuk pada has:! kesepakatan tersebut, Pemerintah saat int telah memulai
kegiatan penertiban BMN da2n diharapkan koreksi nilai aset letap atas Neraca Awal pe. 31
Desember 2004, yang dilakukan pada LKPP tahun 2007 dan LKPP tahur: 2008 dapat dilaksanakan
secara andal dan akuntabel,

Demikian kami sampaikan, etas perhatian Say : ;h_*ri ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth. :

1. Presiden Ri (sebagal l#d0ranj;

DN

Para Menteri ! Pimpinan Lenbaga;

Kefua Komite Stand:: Akuniansi Pemerintah;

=

Direktur Jenderal Kekayaan Negara
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Perbendaharaan 11 Lantai 2 Telepoa @ (021) 352-4551, (021) 344-9230 Iixr 531¢
Direktorat Jendera) Perbendaharaan I*aksimule - (021)-352-4551
Jataa Budi Utamo No. 6 Website : waww.ksap.org
Jakarea 10710 fi.ma)  : webmasten@ksap org
Nomor 0 S -28 /K A/KSAPANINR008 24 Maret 2008
Lampiran -
Hal . Koreksi Nilai Wajar Aset Tetap

Yth. Direkiur BMN |
Selaku Ketua Tim Kerja Satuean Tugas Penertiban Barang Milik Negara
Departemen Keuangan
Jakarta

Menanggapi surat Saudara Nomor S-01/KN.3P/2008 tentang Penjelasan Lebih Lanjut atas
Hasil Konsultasi DJKN kepada BPK dan KSAP mengenai Penifaian Barang Milik Negara, dapat
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 07 Paragraf 28 menyatakan bahwa untuk keperfuan penyusunan neraca awal
suatu entitas, biaya perolehan suatu aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar
pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal
neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, sualu entitas menggunakan biaya
perolehan atau harga wajar bila blaya perofehan tidak ada.

2. Buletin Teknis 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkan
bahwa apabila neraca awal yang disusun pertama kali ini belum dapat memenuhi
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAP, maka ierhadap pos-pos neraca tersebut
dapat dilakukan koreksi sebagaimana mestinya di kemudian hari.

3. PSAP 10 Paragraf 20 menyatakan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang
terjadi pada periode-periode sebelummnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik
sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pos-pos neraca terkalit pada periode diternukannya kesalahan.

Dengan demikian, hasil penilaian aset tetap yang menggunakan nilai wajar pada tahun
2007 dan tahun-tahun selanjutnya merupakan koreksi neraca awal tahun 2004 sebagaimana
diatur PSAP 10 Paragraf 20 di atas. Hal ini juga menghasilkan nilai wajar aset tetap pada neraca
tahun 2007 tanpa perlu menyajikan kembali neraca awal.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: iyl
1. Direklur Jenderal Kekayan Negara;
2. Auditor Utama |, BPK RI;
3. Auditor Utama i, BPK RI;
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditien Perbendaharaan.
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FROM : PENDDPO FAX NO. @ ©A334-88154S Apr. 17 20408 81:38PM P1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

L. Alun-atun Utara No. 7 Tetp (0334) B81622 — Fax. (0334) 893787
LUMAJ ANG - 67316

Lumalang. 15 April 2008

Nomor © 900/8H/427.36/2008 Kepada \
Lampiran : 4 (empat) lembar Yth. Ketua Komite Kerja
Sifat : Penting _ Komite Standar Akuntansi
Perihal : Konsuttasi Pemerintahan (KSAP)
Di
JAKARTA

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas laporan
kevangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2007 oleh BPK R.I
Perwakilan Surabaya, kami bermaksud konsultasi atas permasaiahan dari
pelaksanaan APB8D tahun 2007.

Terhadap pemmasalahan tersebut kami mohon tanggapan atau
pendapal Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penafsiran
kami terhadap paragrap-paragrap PSAP khususnya dalam kaitannya
dengan perlakuan akuntans! pendapatan, pengeluaran pembiayaan,
investasi dan hasil investasi (pendapatan dividen) sebagaimana kami
uraikan dalam lampiran.

Mengingat PSAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan selaku pemegang Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang
KSAP sebagaimana diubah dengan Kepres No. 2 Tahun 2005, maka kami
memandang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memliki kapasitas
dan kapabilitas untuk menilai benar tidaknya penafsiran kami terhadap
Standar Akuntansi Pernerintahan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

inas Penge(ola Keuangan Daferah
gi\iten/l_‘{na;ang
o A




FROM

PENDOPO FAX NO. :@ 8334-881545 Apr, 17 2008 B1:38PM P2

Lampiran Pcrmasalahan

Pemerintzh Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas di Bank Jatim dan
mencatat investasinya menggunakan metode biaya. o
Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupsten Lumajang menerima Pendapatan Dividen atas
Penyertaan Moda) di Bank Jatim sebesar Rp. 1.308.591.210.08 yang dibayarkan dalam bentuk
deviden tunai (cash dividen) dan dividen saham (stock dividen) sebagai berikut :
- Cash deviden sebesar Rp. 654.295.605,04
- Stock deviden sebesar Rp.  654.295.605.04

Jumlzh Rp. 1.308.591.210,08

Dengan berpedoman pada :

1. Paragraph 37 PSAP No. 06 tentang Akuntansi Invetasi, dan

2. BabJV Pengakuan Hasil lnvestasi Modul Training Of Trainers (TOT) Akunansi Investasi
yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintzhan Tahun 2007

Fungsi Akuntansit BUD melakukan pencatatan sebagai berikut :
1. Penerimasan cash dividen di catat di jurnal penerimann kas sebagai berikut :
Dr. Kas Di Kas Daerab Rp. 654295.605,04
Cr. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg. dipisahkan Rp. 654.295,605,04

2. Penerimaan stock dividen di catat di jurnal wnum sebagat berikut :

Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp. 654.295.605,04
Cr. Ekuitas Dana Investasi — Diinvestasikan Dalam [nvestasi
Jangkz Panjang Rp. 654.295.605,04

Transaksi tersebut kami laporkan di dalam Laporan Keuanpan tahun 2007 sebagai berikut -

{. Pendapatan deviden tunai (cash deviden) kami laporkan di Laporan Realisasi Anggaman dan
Laporan Arus Kas scbesar realisasi pencrimaan kas di kas dacrah yaitu sebesar
Rp.654.295.605,04

2. Pendapatan deviden saham (stock deviden) kami laporkan di Neraca menzmbah investasi dan
menambgh ekuitas dana investas: — ditnvestasikan dzjam investasi jangka panjang masing
masing sebesar Rp. 654.295.605,04

3. Di Catsian awas F.aporan Keuangan telah kami discleve bahwa pendapatan deviden sebesar
Rp. Rp. 654.295.605,04 helum termasuk deviden saham sebesar Rp. 654,295 605,04

Perwakilan BPK R.I di Surabaya, dan BPK berpendapat bahwa terhadap LKD khususnya
pendapatan dividen, Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memenuhi kreteria sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan ( lihat lampiran temuan BPK ). Sementara itn kami
berpendapat dan berkeyakinan bahwa kami telah melaksanakannya scbagaimana diatur di dalam
perangen perundang-undangan yang berlaku. Penafsiran kami terhadap paragrap-paragrap yang
ada di dalam PSAP didasarkan atas penafsiran-penafsiran yang sudah disosizlisasikan oleh
KSAP melelui seminar, workshop maupun TOT yapg pernah kami ikuti

ey

’G‘*H "‘/ﬁl':-::"\\
» I

s i i e

=
; i

B
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FROM PENDGDD FAX NO. :© B8334-881945 fpr. 17 2008 01:39PM P3

Pepiigguthn deviden tdak Jicatyt yecacs bmto sobresar Rp654.295.605.01

| fads  Tulon ggarih Ponedirtah  Kebupato Lumejang mongaoggarkan

' ; ' d n
Foagpon dast mmﬁl‘;be mﬁmm Rada Bank Jatim (Doviden) dengan kodo
o | 2603 08.80.00.4.13.01.01 scbusar R654.295.605,08 dengan roalisest wchesar Rp
e@&&mmsm atay 100% Sesuai dengen Busat Direksi Bank Jatim kzpmdn'Bupaﬁ L‘mqmg
. emomene saism Notwor: SISHTTTWORE00T wagest 2 Jufi 2007 mengonal
Cioviien, BT Dt lsbn Tehew Suku 2006, busamys Deviden uofuk Kabupaten

b, Biach Sovedddi B0 ok s

Cash éeviden teizh dicmiat pada Nswss dan LEA cebegel Kae den Pemdspaten duny
. Bedanskan pandspaten sicek

doviden dicstat dafam Neraca s6bngai Mwesusi Rormensn - Ponyivmes Made! femds (debit) das

Fhutrar Daaa [nvestssi-Diinvestesicen Datst: mvesiasi Jangka Fasjang Jeedl), semurn bohum

- dicstat & LEA scbagei pondepet. Fentiepetas Siock deviden sehiarusnys disatet secers briss, vriti

mehmtst devider wmbsgsi pendzosiss (OoedR) dun peageluaranaya fiaku! sshege! Panbimssa
Fenvziunmn renyenssn mossl (debi

Kondigi torsebut tidsk sezuai dengan:

1. Vadaag-Usdang Nemer 17 Tetwm 2043 tanggal § April 2003 tentang Kevsngan Negera,
pada pasal 3 ayat (1) ymg menmyehurken behwa kevengan negare dikelofa se¢ara tertib, taat
peda persiuman perundang-undmnger, eftsien, ekoromis, efektif, tmnsparan dan bertanggung
Javwab dengan wmomperhsdtom rats karddlew dan kenoraten;

Peorstrren Pemeripteh Wenhor S8 Tahum 2803 tamgeal 0 November 2000 tentang
Pepgatelngr Keuangan Dadreh, pada gesal 17 ayet (3) ymug menycbutkan behwa schirub
peodepatan daerah, belanje dacrah, dan pembiayasn daerdh dianggarkan secare bruto dabam
APBD,

3. Peorsturan Pemenntth Nomor 24 Tshun 2005 tanggel {3 Juni 2005 tentang Stendar
Akuptansi Femecintihan PSAP Nomer 02 Paregral 25 ysng menysbutan bahwa pencatatan
pendapatan dilaksandkan bevdusifican pans bruto, yaitn dengan mewbukukan penerimann
o, dan nosk mencat geovah relenys (seteish dikomponsasikan dengun pangalvarma);

4. Peraturan Meateri Dalam Nagari Nomor 13 Tahun 2006 tanggel 15 Mei 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keasengan Desreh, pady pase! 20 aymt (2) yang menyebutian behveva

seierul; pendapatan deenh, Winnfe disrdl, den prwblsyasn dasrst dianggerkas eomers bt

2_1-__ A ryy
Aagialli .Ill'ug.

ta

Addzat
Permasalatyny df ot=s mzypfdtetian Pandgnatan Deviden dan Pambisysan Pengehearen -

. Benysrius Modsl kusang cetat s2heser Kph5d. 265,695 ,04,

Sebad
Hal tersebut discabkan mekaniome ponorinrasn devidon dari Bank Jetim tidsk berups
uBRg yang discrehkan, pamun digunakan Lagsiaig unik menambah poryertzen crodal Pemds.
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FROM

PENDDPO

Fax NO. @ @334-881945 Rpr.

Tanggapan Instansi

Bahwa pada dasarnya pencatatan pendapatan deviden dan pengeluaran pembiayaan -
penyertaan modal, kemi sudah bespedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

sebagai berikut :

1.Didalam Kerangka Konseptua! Standar Akuntansi Pcmerintahan Paragrap 39
disebutkan bahwa “ Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintak adalah basis kas unjuk pergakuan pendapetan, belanja dan pembiaydatt
dalem Laporan Realisasi Anggaran den basis ahrual untuk uniuk pergakaan gssef,
kesogjiban dan ekitgs dalant peraca “

2.akuntansi Pendapatan scbzgaimans di stur di dafwm Pernyatasn Stamdar
Akuntansi Pemerinirhan (PSAP} Nomor 82 ULaporan Realisasi Anggsranm,
peragraph 22 dischutkan bahwa “ Peadapetan dighif pada scal dierima poda
Rekening Kas Umum NegaraDgersh” Kemudins paragraph 23 nenyebutkan
babwn ¥ dkunrarnsé Pendapatan difaksanaker berdasprkan azos brits, don iidak
Kencataf juritak nelfnnya fsetclah dikompensasikan deagan pengeluazan)

Kasm sudah wefaksanakan lonera tersehut disang divider
Rp. 654.285.603.048 vang d transfer oleh Bank Jatim ke Ret 2
sudel di caist sehagar pendapaian hesil pengefolaan kekas yan daecsdi &
sebosar jumlzh bnas veng dierima &1 kas daessh vaity R Rp 6542
Giiaporkan dr LRA dan Laporan Arus Kas (LaK}

Dividen saham sebesar Rp. 654 765 605,04 tidek kemi ca
adek memenuhy crmeria di dalam Kerangke ¥Konsprua! dar PSAY
-3 sehagammana tersebui di atas.

3. Akuntansi Pengeluarsn Pembiayzan sebagaimanz diater 3 sorag
no. §2 disebutkan bahwz “ Pengeluaran pembiavean dinhus pada sesi Hhelwarkon
dasireching Kas Usnwrn Neparaw’Daerak ™

Tambahan investast atau penycrtaan modal vang berasal dari dividen szham
Hp. 63429560504 yang Gi tenma dan Bank Jatim tidek kams caat sehagai
pengtiuaran penblayaan dan udak kemi laporankan di LRA muipun LAK  karena
tidak memenuld Kriteria paragraph 36 PSAP 02. tetap: di catatan atas l2poran kevangan
sudah Kain} <raclgye bahwe pendspatan hasil penpelolasn kekavaan dasrabh vang
diprsahkan belwn tenmasuk dividen saham sebesar Rp. Rp. 654 295 60508 ’

sehsan
1.

4. Kebjekan akumas) Invesias Kabupaten Lumszjang terhadap invesiasi & Bank laum
mengguns Lan metode biays karcnza mierupakan pemegang saham minontas Sehingga
pencahuan hasil invesias berpedoman sebagaimana Guatur dt dalam paregraph 37 4&i
FSAP Notior 06 yang menyvebutian bawa 1 “ Hasl [nvestasi barypy geviden tunai
varig  dipzroleh  dasi penvericen  modal  permerinfak  yosg  pencofotanpya
meayeuiahkon matods biave, dicatet sehegal perdapatan kasi bivestasi. Sedanplan

# lada pang diperolek vleh perrerinrnh

Hecacli wntuk divides daloet itk

i3t pemeriniah dar ekplta dana

mieagsunekan metvde ekyiias, bagion

i3 FEYZRNL

| _i B 1N
AF oo 7 e F
Q\ N\ 7
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FAX NO. @ @334-88134S

5.Komite Standar Akuntanst Pemerintahan (KSAP) datam rangks Training of Trainers
(TOT) pada bulan Juli 2006 dan Apustus 2007 telah mengeluarkan modul tentang
Akuntansi Investasi. Di dalam modul tersebut khususnya alinca (paragraph 4) Bab IV
tentang Pengakuan Hasil Investasi (halarman PSAP 06 — 12 ) menycbutkan bahwa :
“ Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, terdapar dua hal yang
harus diperhatikan pads saat mengakui hasil investasi - (a) Apabila hosil invessasi
vang dibagikan berupa _cush dividen, maka besarnye kas yong diterima  1idok
berpengeruh terhadap becarnya jumlah investasi_Penerimaan hasil investasi di catar
sehopei nengmbah kas don pendappton hasil imvestas: (by Apubila husil vreestax

fr.’m"{lﬂn beruna sohans maka hesamvu bagiar labe berupa & visigs gk
Beearnvn  (umind g : it ;

Apr. 17 2008 @1:40PM PS
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Perbendiharaan H Lanz 2 Pedepon 1021 35324651, /020, 340230 [“xr SYI
Dhecktoeat Jenderad Perbendaharaan Pakawde  /021).332.4551
Jatan Budi |l 'tomeo N 6 Wiebate L wwaw kaapaoeg
Jakarta 10710 I rwl abmasra @ by are
Nomor © 8 -03 IKA/KSAP/NV/2008 28 Mei 2008
Lampiran -
Hal * Perlakuan Akuntansi atas Akuntansi Pendapatan

Dividen Saham

Yth. Kepala Dinas Pengeloia Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang
Lumajang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/674/427.36/2008 perihal Konsultasi.
dapat kam| sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 02 Paragraf 8 menyatakan pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana i{ancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.

2. Pendapatan dividen saham yang diterima oleh Pemkab Lumajang tidak memenuhi
definisi pendapatan sebagaimana diatur datam PSAP 02 Paragraf 8. Pada transaksi
tersebut tidak terdapat arus kas masuk atas pendapatan dividen saham, sehingga
Pemkab Lumajang tidak perlu melakukan pencatatan penerimaan dividen saham
sebagai pendapatan.

3. Dengan demikian, hanya peéncatatan pendapatan dividen dalam bentuk kas yang
dilakukan dengan mendebit akun Kas dan mengkredit akun Pendapatan, sedangkan
dividen dalam bentuk saham yang ditenma tidak perlu dicatat sebagai pendapatan dan
juga tidak perlu dicatat dalam pengeluaran pembiayaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

' j.-_.:f- _"_:'-".,-;4 Ketua Komite Kerja

4

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Deparitemen Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP

2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Neger,
selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



Nomor
Lampiran
Perihal

2553673 554

1 (satu) berkas

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA Jika membalas hendaklah tanggal

BIRO KEUANGAN dan nomor surat ini disebutkan

JI. Merdeka Selatan 8-9
JAKARTA

3 September 2008

. Kebijakan Penilaian Penyertaan Kepada
Modal Pemerintah Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Di
Jakarta

Sehubungan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK Rl atas
Sistem Pengendalian (ntern dalam kerangka Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, terdapat
temuan mengenai Kebijakan Penilaian Penyertaan Modal Pemerintah
Provinsi DK! Jakarta sebesar Rp2.973.804.837.962,80 yang dicatat
menggunakan Metode Biaya bertentangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) sebagaimana salinan temuan terlampir. Dapat kami
sampaikan bahwa saat ini pencatatan penyertaan modal sepenuhnya
menggunakan Metode Biaya, karena apabila pencatatan sepenuhnya
menggunakan SAP akan berdampak penurunan nilai Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah sebesar 30,92% atau secara totalitas semula
Rp2.973.804.837.962,80 menjadi Rp2.054.223.246.000,00 sebagaimana

perhitungan terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dapat memberikan
pendapat atas pencatatan yang telah kami lakukan sejalan dengan hasil
audit BPK RI.

Demikian atas perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

ASISTEN KEUANGAN SEKDA
PROVINSI DKI JAKARTA,

“SUKRJBEY
o D IE-.:.OZ‘}@1 41897

T
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ilf Lantai 2 Telepon . 021-3524551, 021-3449230 (5311)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Faksimile . 021-3524551
Jalae Budh Ulomo No 6 Websile www Ksap arg
l Jakarta 10710 E-matl © webmaster@ksap.orq
Nomor - S- 08 /K. A/KSAP/X/2008 22. Oktober 2008
Hal . Kebijakan Penilaian Penyertaan Modal Pemerintah

Yth. Asisten Keuangan Setda Provins: DKI Jakarta
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sauvdara Nomor 2553/073 554 tanggat 9 September 2008
perihal di atas, dapat kami sampaikan:

Pendapat BPK bahwa terhadap investasi dengan tingkat kepemilikan 20% ke atas harus
menggunakan metode penilaian investasi jangka panjang berupa metode ekuitas adalah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
_ Pemersintahan, sebagaimana tercanium dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Namor 6 tentang Akuntansi Investasi, paragraf 34 dan 37

34. Penggunaan metode pada paragraf 33 didasarkan pada kriteria sebagaj
berikut:
(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
(b} Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
(¢) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
(d} Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nifai bersih yang
direalisasikan.

37. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian
laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi
pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk
dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi
pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumiah yang sama.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

_#Ketua Komite Kerja,
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Nomor
Lampiran

Perihal

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

: 218 V1I/I1/2/2009 Jakarta, 40  Maret 2009

: Penjelasan Tentang Aset Tak Berwujud

Kepada Yth,
Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di

Jakarta

Dengan hormat kamu beritahukan bahwa salah satu tugas dan fungsi
LAN adalah melakukan pengkajian di bidang Administrasi Negard, yaitu
dalam rangka menghasilkan rekomendasi (policy recommendalion dan
policy paper) bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Terdapat beberapa hasil kajian yang dikembangkan dan diimplementasikan
oleh masing-masing institusi baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut telah banyak hasil
kajian yang telah dihasilkan dan telah banyak pula yang telah digunakan

sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (Buletin

Teknis No. 1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Hasil kajian/peneliian yang memberikan manfaat ekonomu dan/atau

sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset

merupakan kelompok aset tak berwujud;

e
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2. Hasil kajian/penelitian yang tidak dapat diidentifikasi sebagai aset dan
tidak memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa yang akan

datang Hdak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Buletin
Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut terhadap hasil kajian LAN,
kami masih menjaland kendala karena beluni adanya pedoman atau petunjuk
teknis tentang cara menilai hasil kajian untuk dijadikan asel tetap, cara
penelahaan dan penghapusannya. Untuk hasil kajian tersebut, selama ind

kasmi sajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan catatan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan LAN
Tahun Anggaran 2006 dan 2007, maka LAN diharapkan agar segera
melakukan kajian/analisis terhadap hasil-hasil kajian yang telah
dilaksanakan untuk dapat dikategorikan kajian yang memberikan manfaat
ekonomi/sosial jangka panjang sehingga dapat dilaporkan ke dalam Neraca
sebagai aset tak berwujud. LAN telah menghimpun informasi dari beberapa
narasumber seperti Ditjen. Anggaran, Dit. Perbendabharaan dan LIP] akan

tetapi belum menemukan kejelasan.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon penjelasan/klarifikasi dari
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang hal tersebut, sehingga
tdak terdapat perbedaan pendapat antara pihak LAN sebagai auditan
dengan Tim BPK sebagai auditor.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di
ucapkan terima kasih dan kami sangat mengharapkan jawaban atas hal

tersebut diatas.

ekretaris Ptama

Tembusan Yth. : \@tﬂ{% 7

1. Kepala LAN (sebagai laporan) S
2. Inspektur LAN
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KOMITE STANDAR AKUNTANS! PEMERINTAHAN

' Gedung Prfjad) Praplosuhardijo Il Lanlai 2 Telepon 1 {021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311

Direktoral Jenderal Perbendaharaan Faksimile 1 (02%) 3524551

Jalan Budi Utomo No 6 Website L wWww .KsBp.org

Jakarta 10710 E-mall : webmaster@ksap.orq
Nomor 1S - 1o [KAIKSAPN/2009 22 Mei 2009
Sifat : Segera
Lampiran 1 (satu) set
Hal . Penjelasan tentang Aset Tak Berwujud

L /'
Yth. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara L gues
Jakarta )

Menanggapi surat Saudara Nomor: 218/\/11/11/2/2009 perihal Penjelasan

tentang Aset Tak Berwujud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1.

Hasil kajian/penelitian disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi,
pengakuan, dan pengukuran sebagai Aset Tak Berwujud.

Definisi Aset Tak Berwujud menurut PSAP 01 adalah aset nonkeuangan yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalarn menghasitkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Buletin Teknis Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Aset tak berwujud meliputi: (1) software
komputer (2) lisensi dan franchise (3) hak cipta (copyright), paten, dan hak
lainnya, dan (4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang.

Selanjutnya Buletin Teknis Nomor 01 menjelaskan bahwa Hasil
kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu
kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di
masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasi)
kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis
dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Untuk menetapkan apakah suatu hasil kajian/penelitian menghasilkan manfaat
ekonomi dan/sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu
mengidentifikasi antara lain mengenai:

- apa manfaat ekonomi dan/sosial yang akan diperaoleh dari hasil
kajian/penelitian tersebut,

- siapa penerima manfaat ekonomi dan/sosial tersebut,
- Apakah aset tersebut digunakan oleh entitas atau pihak lain,
- jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Apabila hal tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, hasil kajian/penelitian
tersebut tidak memenubhi kriteria definisi sebagai Aset Tak Berwujud, dan hanya
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disajikan sebagai belanja di Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal BAKD, Departemen Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite
Konsuftatif.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo |1l Telepon - 021- 3847068
JI. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710 021- 3449230 pes.5500
Kotak Pos 1435 Faksimil - 021- 3864776
Nomor : §-221 /PB.6/2009 (4, Maret 2009
Sifat : Penting/Segera '
Hal Pengungkapan atas Kas di Bendahara Pengeluaran
yang bukan berasal dari Uang Persediaan
Yth. Ketua Komite Kerja

Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan hasil diskusi dan identifikasi tentang Kas di Bendahara

Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1.

Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa “Bendaharo
penerimaan/pengeluaran wajib  menatausahakan don  menyusun laporan
pertanggungjowaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka peloksanaan
APBN/APBD.”

Sementara pasal 31 ayat 2 PP tersebut menyatakan “Laporan pertonggungjawaban
bendahara sebagaimano dimaksud poda ayat (1) menygjikan informasi tentang
saldo awal, penambahan, penggunoan, dan saldo akhir vang persedioan yang
dikelolanya pada suatu periode.”

Dalam Buletin Teknis 01 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Pusat disebutkan bahwa “Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan
kos yang dikuasoi, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendohara pengeluaran yang
berasal dari sisa UP yang belum dipertonggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas
Negara per tanggal Neraca”. Hal ini sejalan dengan Posting Rules dari Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Sistem Akuntansi Instansi (SAl) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU)
yang hanya menyediakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran untuk mencatat
Penyediaan maupun pengembalian Uang Persediaan.

Dalam realita pelaksanaan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dapat mengelola Kas selain

yang berasal dari UP, antara (gin :

a. Bunga, jasa giro (bujagir) atas pengelolaan rekening Bendahara Pengeluaran di Bank
Umum yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca;

b. Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukannya kepada Pihak Ill dan belum
disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca;

¢. Dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum
seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca;

d. Pendapatan hibah langsung berupa vang yang ditampung di rekening Bendahara
Pengeluaran.

Contoh a s.d d secara rinci terdapat pada lampiran.
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S. Perlakuan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2008 saat ini
berbeda-beda, antara lain dimasukkan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di
Bendahara Pengeluaran, atau hanya diungkapkan dalam CalLK. Menurut pendapat kami
Kas yang berada pada rekening Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP
tersebut dapat dibuatkan akun baru pada Neraca.

6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar terdapat kesamaan perlakuan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan ini kami mohon tanggapan KSAP pada
kesempatan pertama sebagai bhahan finalisasi LKKL dan LKPP Tahun 2008 serta
penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

R -;I\)‘.il_r'ékltur, fy :

Senny&oho
- /-N}P 060054862
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Lampiran Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

langsung berupa uang
yang ditampung di
rekening Bendahara
Pengeluaran

hibah langsung dari Negara Donor. Dana
tersebut langsung ditransfer ke Rekening
Bendahara Pengeluaran. Pada tanggal 31
Desember 2008, masih ada dana hibah
yang belum direalisasikan dan
dicantumkan dalam dokumen anggaran.

Nomor : S- /PB.7/2009
Tanggal Maret 2009
No Uraian _ Contoh Usulan Posting Rules
1 Bunga, jasa giro | Satuan kerja PPAKP  Departemen
(bujagir) atas | Keuangan mempunyai Rekening Koran di | Dr Kas lainnya di Bend.
pengelolaan rekening | Bank Mandiri. Pada Tanggal 5 Januari | Pengl.
Bend. Pengeluaran di | 2009, menerima salinan Rekening Koran Cr Pendapatan Yang
Bank Umum vyang | bulan Desember 2008. Pada Rekening Ditangguhkan
belum disetorkan ke | Koran tersebut, terdapat bunga atas jasa
Kas Negara per | giro bendahara sebesar Rp. 500.000,-
tanggal neraca (lima ratus ribu rupiah) dan bujagir
) tersebut belum disetor ke Kas Negara.
2 Pungutan Pajak atas | Bend. Pengeluaran Satuan kerja
pembayaran yang | membelanjakan UPnya untuk Pembelian | Dr Kas lainnya di Bend.
dilakukan nya kepada [ ATK sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima | Pengl.
Pihak Il dan belum | ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Juni Cr Pendapatan Yang
disetorkan ke Kas | 2008. Belanja tersebut dikenakan PPN Ditangguhkan
Negara per tanggal | sebesar Rp250.000 {dua ratus lima puluh
neraca ribu rupiah). Pungutan Pajak tersebut
disetorkan ke Bank Persepsi pada tanggal
1 Juli 2008, kemudian belanja tersebut di
SPM-GUkan ke KPPN pada tanggal 2 Juli
2008. Maka pada tanggal pelaporan (30
Juni 2008) masih terdapat sisa pungutan
pajak yang masih terdapat pada Bend.
Pengeluaran. _
3 Dana yang berasal dari | * Dana Anggaran Khusus Kepolisian di
SPM-LS kepada | = Bendahara Satker POLRI yang diterima | Dr Kas lainnya di Bend.
Bendahara dari Bendahara Pusku Polri Pengl.
Pengeluaran yang | * Dana Penyidikan/Intelijen di Cr Kewajiban Kepada
belum seluruhnya Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Pihak Lain
diserahkan kepada Agung yang belum seluruhnya
yang berhak per digunakan.
tanggal neraca " Dana On Call /standby Fund pada
Bendahara pengeluaran Satker
Bakornas
* SPM-LS Honor di Bendahara
Kementerian Negara/Lembaga yang
belum seluruhnya dibayarkan kepada
yang berhak.
4 Pendapatan hibah Kementerian Negara menerima dana

Dr Kas lainnya di Bend.
Pengl.
Cr Pendapatan Yang
Ditangguhkan
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 2 Telepon 1 (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311
Direktoral Jenderal Perbendaharaan 55"5'(""9 *(021) 3524551
Jalan Budi Ulomo No. 6 E-fnbasiil‘e 'm"‘:;s:tep}o@ri ap of
Jakarta 10710 '
Nomor :S-11/K.1/KSAP/V /2009 28 Mei 2009
Lampiran : -
Hal : Akuntansi Kas Selain Uang Persediaan

di Bendahara Pengeluaran

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Di

JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-221/PB.6/2009 tangga!l

16 Maret 2009 Perihal Pengungkapan atas Kas di Bendahara Pengeluaran
yang Bukan Berasal dari Uang Persediaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan,

disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan, dan
pengukuran sebagai Kas.

. Definisi Kas menurut PSAP 01 paragraf 8 adalah uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan PSAP Ol tersebut, Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan

berasal dari Uang Persediaan seperti:

a. Bunga, jasa giro atas pengelolaan rekening Bendahara Pengeluaran di
Bank Umum yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca:

b. Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ke IIl dan
belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca;

c. Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang
belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neracs;

d. Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di rekening
Bendahara Pengeluaran,;

memenuhi kriteria definisi sebagai Kas, karena merupakan uang tunai atau

saldo simpanan di bank, serta dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintahan, baik digunakan langsung oleh entitas yang bersangkutan

atau terlebih dahulu harus disetorkan ke Kas Negara dan selanjutnya juga

akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
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Selanjutnya Buletin Teknis 01 menjelaskan bahwa Kas pemerintah pusat

yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum

Negara terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran;

2. Kas di Bendahara Penerimaan; dan

3. Saldo kas lainnya yang diterima Kementerian Negara/Lembaga karena
penyelenggaraan pemerintahan.

3. Berdasarkan PSAP O1 paragraf 62, aset diakui pada saat diterima atau
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Karena Kas di
Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan, telah
diterima oleh entitas akuntansi/pelaporan, maka telah memenuhi kriteria
pengakuan.

4. PSAP 01 paragraf 63 menyebutkan bahwa kas diukur dengan nilai nominal,
karena Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang
Persediaan mempunyai nilai nominal, maka telah memenuhi kriteria
pengukuran.

Dengan demikian, semua Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan
berasal dan Uang Persediaan harus dilaporkan di neraca, karena telah
memenuhi kriteria definisi, pengakuan, dan pengukuran sebagai Kas.
Penyajian di neraca diserahkan pada kebijakan akuntansi dan sistem

akuntansi yang dibangun, misalnya disajikan sebagai akun “Kas Lainnya di
Bendahara  Pengeluaran” dengan akun lawan “Pendapatan yang
Ditangguhkan” atau “Kewajiban pada Pihak Lain”.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

UiKetua Komite Kerja,

<0

Tembusan:
Direktur Jenderal perbendaharaan, selaku Ketua Komite Konsultatif
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I

Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 11 Selatan Telepon 021.3449230 ex1 4620

JI Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Faksimili 0213501585

Jakarta Pusal 10710 Website www dikn qo id

>4y

Nomaor o 8- 230 /KNL.3/2009 72 Oktober 2009
Sifat . Biasa
Lampiran Do
Perihal . Perlakuan akuntansi atas Tanggul Penahan Lumpur

Yang ambles pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah

Di
Jakarta

Menunjuk surat kami Nomor S-190/KN.3/2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal

Penyampaian hasil rapat terkait Perlakukan Akuntansi atas Aset Berupa Tanggul Penahan
Lumpur pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut ;

1.

Tembusan :
1.

Seringnya terjadi fenomena Deformasi Geologi, mengakibatkan pihak BPLS harus segera
meninggikan kembali tanggul yang mengalami amblesan, mengingat kalau tidak segera
ditinggikan ada kemungkinan tanggu! tersebut akan runtuh karena tidak kuat menahan luapan
lumpur yang terus menerus bertambah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya akumulasi nilai
aset yang terus bertambah meskipun ketinggian (elevansi) tanggui tersebut tetap.

Amblesnya tanggul sering kali terjadi pada masa pelaksanaan proyek peninggian tanggul,
sehingga kegiatan peninggian tanggul tersebut akan terus dicatat dalam SIMAK BMN pada
Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), mengingat sebelum terjadi pelaksanaan serah
terima peketjaan peninggian tanggul, tanggul tersebut sudah mengalami amblesan beberapa
kali. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pencatatan akun KDP yang terus menerus.

Peninggian tanggul yang ambles tersebut menggunakan anggaran Belanja Modal, sehingga
biaya peninggian kembali tanggul tersebut menambah kapitalisasi nilai tanggul tersebut.
Dengan demikian dalam rangka menjaga ketinggian (elevansi) tanggul tersebut terjagi
akumulasi nilai tanggul yang semakin lama semakin besar.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diminta kepada Komite Standar Akuntansi

Pemerintah dapat memberikan masukan dan pendapat secara tertulis terkait dengan :

a. Apakah tanggul yang mengalami amblesan tersebut akan terus dicatat dalam Akun KDP;

b. Apakah bagian tanggul yang telah ambles tersebut dapat dihapuskan dari pencatatan
SIMAK BMN, sehingga nilai tanggul tersebut dapat mencerminkan nilai yang
sesungguhnya;

¢. Apakah dimungkinkan biaya peninggian tanggul yang ambles tersebut, tidak
menggunakan Belanja Modal, namun dibiayai sebagai biaya Pemeliharaan dari Belanja
Barang;

d. Bagaimana menghitung nilai tanggul yang ambles tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara dluc/pkan terima kasih.

. Dlrek TBMN (l
\a\’harudin

NIEN60082865

Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

2. Kepala Badan Pelaksana BPLS.

¢ dacunkents and <ettings el ¢apton decumentsshendronifaoratind sural ke ksap due
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KOMITE STANDAR AKUNTANS| PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo H Lanlai2  Telepon . (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311
Direktorat Jenderal Perbendahataan Faksimile :{021) 3524581
Jalan Budi Utomo No. Website | WWW.KSap.org
Jakarta 10710 E-may webmaster@ksap.org

Nomor 8 - (5 /K. 1/KSAP/XI/2009 2¢- November 2009

Sifat . Biasa

Lampiran L -

Hal . Perlakuan Akuntansi atas Tanggul Penahan Lumpur
Yang Ambles pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS)

Yth. Direktur BMN 1
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Departemen Keuangan Rl
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor S-238/KN 3/2009 tanggal 27 Oktober
2009 perihal sebagaimana pada pokok surat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.  Perlakuan akuntansi atas tanggul awal (initial investment) yang telah
diserahterimakan dan kemudian ambles
Berdasarkan PSAP 07 paragraf 18, untuk dapat diakui sebagai aset tetap
suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
(a8) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) buian;
(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(c) Tidak dimaksudkan untuk segera dijual dalam operasi normal; dan

(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan,

PSAP 08 paragraf 15 menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP) dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut
ini terpenuhi:

a. Konstruksi secara substansi telah selesal dikerjakan; dan

b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pembangunan tanggul awal dicatat sebagai KDP menggunakan nilai
perolehan sebesar jumlah uvang yang telah dikeluarkan (initial investment).
Pengeluaran pembangunan tanggul awal dianggarkan dari belanja modal dan
dikapitalisasi.
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Apabila dalam proses pembangunan tanggul awal terjadi amblesan, maka
nilai tanggul awal tersebut tetap disajikan sebagai KDP sebesar initial
investment yang telah dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan kemudian
untuk meninggikan tanggul awal yang ambles ke posisi normal tidak
dikapitalisasi tetapi diakui sebagai belanja pemeliharaan (lihat poin 2).

Pada akhir periode kontrak, pada saat tanggul awal diserahterimakan, KDP
direklasifikasi menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar initial investment
yang telah dikeluarkan (nitai kontrak awal). Reklasifikasi dilakukan karena
tanggul awa! secara implisit memberikan manfaat bagi pemerintah yang
fercermin dari upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi tanggul awal
lersebut dengan pengeluaran-pengeluaran selanjutnya. Hal ini sesvai dengan
PSAP 07 paragraf 16 dan PSAP 08 paragraf 15.

Belanja untuk memperbaiki tanggul awal yang ambles seharusnya
diperlakukan sebagai belanja pemeliharaan. Apabila telah teranjur
diklasifikasikan sebagai belanja modal, maka belanja tersebut tidak perlu
dikapitalisasi sebagai KDP, tetapi dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakuan akuntansi atas tanggul yang sedang ditinggikan kemudian

ambles terus-menerus

Berdasarkan PSAP 08 paragraf 13, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai

KOP jika benda tersebut berwujud dan: _

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoieh

(b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal

(c) aset tersebut masih dalam proses pengeanaan

Hakekatnya definisi KDP di atas ditujukan pada aset-aset yang sedang dalam
proses pembangunan dan bersifat normal, artinya kemungkinan perolehan
manfaat ekonomi di masa yang akan datang adalah besar. Dalam Kerangka
Konseptual SAP, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan
terjadi digunakan dalam pengertian adanya suatu derajat kepastian yang
tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau
kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.
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Apabila fenomena deformasi geologi yang terjadi menimbulkan risiko
ketidakpastian perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari
peninggian tanggul tersebut, maka pencatatan peninggian tanggul sebagai
KDP (sebagaimana yang selama ini dilaksanakan) perlu dikoreksi. Risiko
ketidakpastian perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dapat
diukur dar] rendahnya kemungkinan KDf fersebut berubah menjadi aset
definitif. Dengan demikian, KDP yang terkait dengan peninggian tanggul periu
dihapuskan dari pembukuan. Penjurnalan Belanja Modal yang telah
dikeluarkan hanya dilakukan pada Laporan Realisasi Anggaran. Kejadian ini

harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika dikemudian hari direncanakan pengeluaran untuk pemeliharaan tanggul
yang bersangkutan, maka pengeluaran tersebut dibebankan dalam Belanja
Pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 4 tentang
Penyaijian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah yang menyebutkan bahwa
belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam
kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumiah belanja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1.
- 2. Kepala Badan Pelaksana BPLS;

Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB.
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

"r,' CE

r@« SEKRETARIAT DAERAH
7»:“" JL. Alun-alun Utara No. 7 Telp (0334) 881622 — Fax. (0334) 893787

LUMAJ ANG -67316

Lumajang, 16 Desember 2009

Kepada
Nomor - 900/15V7/427 .36/2009 Yth. Ketua Komite Kerja
Slifat - Penting Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran : 1 (satu) lembar . Gedung Perbendaharaan [l Lantai 2
Perihal : Konsultasi Permasalahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Implementasi Standar *  Jaln Budi Utomo Nomor 6
Akuntansi Pemerintahan ~~ Di-—

JAKARTA

Sehubungan dengan implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Lumajang, kami mengalami beberapa permasalahan yang
kami pandang perlu untuk dikonsultasikan kepada Komite Kerja, Komite
Standar Akuntansi Pemrintahan (KSAP). Permasalahan tersebut

sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya dan kerasama yang baik ini

kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

RTE™19531223 198002 1 007

Tembusan ; 33
Yth. Bapak Bupati Lumajang sebagai laporan



Lampiran :

Kronoloqis Permasalahan :
1. Kabupaten Lumajang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa pasir besi

dan pasir bangunan yang sangat melimpah. Pada tahun 2005 pengelolaan pasir
di Kab. Lumajang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dalam bentuk kerjasama
operasi (KSO) No. 16 tahun 2005 yang ditandatangani oleh Bupati dan Pihak ke
tiga.

2. Pada tahun 2008 telah terjadi pergantian Bupati Lumajang dan Bupati Lumajang
yang baru pada tanggal 19 Desember 2008 telah mengeluarankan surat
keputusan bupati nomor 180/1317/427.1/2008 tentang pencabutan KSO nomor
16 tahun 200S.

3. Sefanjutnya Bupati Lumajang pada tanggal 12 Januari 2009 menerbitkan surat
bupati nomor 900/026/427.1/2009 yang ditujukan kepada pimpinan cabang Bank
Jatim di Lumajang tentang pemberitahuan penghentian penerimaan setoran
pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan.

4, Atas penghentian KSO tersebut, pihak ke tiga yang selama ini melakukan
eksploitasi pasir melakukan langkah hukum ke PTUN dan tetap melakukan
setoran hasil ekspolitasi pasir ke kas daerah. Dan sampai saat ini permasalahan
tersebut masih menunggu keputusan hasil peninjauan kembali (PK)

Atas permasahan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu kami
konsultasikan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas setoran pihak ke tiga tersebut,
mengingat Bupati telah mengeluarkan surat pencabutan atas kerjasama operasi
nomor 16 tahun 2005.

2. Pada akhir tahun 2009, setoran pihak ke tiga tersebut dilaporkan di LRA sebagai
pendapatan ataukan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek.

3. Dapatkah setoran tersebut diberlakukan sebagai kewajiban kontingensi ™ ?
mengingat sampai saat ini belum ada keputusan mengenai hasil peninjauan
kembali, '

Lumajang, 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
M Gedung Prged Prantosubardjo 1 aneas 2 Tekepon: (021) 352-455¢, {021) 344-9230 I'ar 5311
{alaa Rudi Utomo No. 6 laksimile (021)-352-4551

Jakarra 10710 Website: www . ksap.org

Nomor : S- 23 /K.1/KSAP/IV/2010 ZApril 2010
Lampiran @ -
Hal . Perlakuan KSQ Penambangan Pasir Lumajang

Yth. Sekretaris Kabupaten Lumajang
Di Lumajang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1571/427.36/2009
tanggal 16 Desember 2009 perihal Konsultasi Permasalahan Implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan dan penjelasan Kabag Keuangan Pemerintah
Kabupaten Lumajang yang kami terima dalam Rapat Konsinyering KSAP pada
tanggal 24 Februari 2010 di Jakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. KSAP memberi pandangan dari sisi perlakuan akuntansi atas dana yang
telah disetorkan oleh PT Mutiara Halim ke kas daerah Pemerintah
Kabupaten Lumajang, bukan aspek hukum atas sengketa yang terjadi;

2. Mendasarkan pada informasi bahwa pungutan yang telah disetorkan oleh
PT. Mutiara Halim ke kas daerah belum didukung dengan peraturan daerah
maka meskipun saat ini dana dimaksud dikuasai oleh pemerintah kabupaten
Lumajang, tetapi hak kepemilikan atas dana tersebut belum jelas;

3. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana butir 2 diatas, maka perlakuan
akuntansinya kami sarankan sebagai berikut :

a. Penerimaan atas setoran kas dimaksud dimasukkan dalam pos “Kas
yang dibatasi penggunaannya” (Aktiva Lancar dalam Neraca) dengan
Pos lawannya yaitu Kewajiban Kontinjensi ("Kewaiiban” dalam neraca),
sampai terdapat keputusan formal yang jelas bahwa penyetoran yang
dimasukkan ke kas daerah dimaksud merupakan pendapatan daerah
dengan merujuk kepada definisi aset, kewajiban kontinjensi dan
pendapatan sebagai berikut :

1) Aset (Aktiva Lancar) sebagaimana PSAP 01 Paragraf 8
didefinisikan sebagai “sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa laiu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.”
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2) Kewajiban Kontinjensi sebagaimana PSAP (09 Paragraf 5,
didefinisikan sebagai “kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa
masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau
tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang
tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.”

3) Pendapatan sebagaimana PSAP (01 Paragraf 8, didefinisikan
sebagal “semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.”

b. Permasalahan hukum yang menunggu hasil Peninjauan Kembali (PK),
agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Bilamana keputusan Peninjauan Kembali (PK) telah berkekuatan tetap,
maka dilakukan proses akuntansi sesuai dengan substansi keputusan PK
dimaksud.

Demikian kami sampaikan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

" '}((Q‘_tua Komite Kerja, |
.\=_‘ - l

m

Tembusan:
Bupati Lumajang
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telpon. 382 2406 - 382 2036 - 382 2040 Fax 384 8316

JAKARTA
Kode Pos. 10110
Nomor : 2429/-078.3 Jakarta, 11 Juni 2010
Sifat : Segera
Lampiran - Kepada
Hal . Konsultasi permasalahan Standar
Akuntansi Pemerintahan Yth . Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di
Jakarta

Sehubungan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 berupa Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saat ini sedang dilakukan
pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mohon

konsultasi permasalahan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2009, setelah tutup buku per
31 Desember 2009 masih terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang
belum disetor ke kas daerah, yang nilainya cukup material + Rp8 M yang
digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Bendahara, sampai dengan
penyusunan LKPD selesai dan diserahkan kepada BPK-RI untuk dilakukan
pemeriksaan, sisa kas tersebut belum disetor ke kas daerah dan sisa kas di
Bendahara tersebut telah dicatat dalam Laporan Keuangan masuk dalam SiLPA
tahun 2009. Sehubungdan dengan hal tersebut bagaimana perlakuannya dalam
LRA dan Neraca Daerah, mohon tanggapan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

KEPALA BADAN-PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
" "PROVINSI DKI JAKARTA,

AI"/ . ¥ oo
Lot Lo
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Pajudi Paposuhacdjo 1 Lt 2 Telepoa : (021) 352-4551, (02)) 344-9230 lixe 5311
Dircktorat Jeaderal Perbendaharaan tuksimile + (021)-352-4551
Jalan Budh Utamo No. 6 Website - wwaw ksap.ory
Jakarea 10710 ol webhmaster(@ksap.ogg
Nomor 1 S-52/K.1/KSAP/VII/2010 1< Juli 2010
Sifat : Segera
Lampiran -
Hal : Konsultasi permasalahan Standar Akuntansi Pemerintahan

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 2429/-078.36, tanggal 11 Juni 2010, hal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan informasi tambahan yang disampaikan oleh
Kasubag Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal S Juli 2010, dengan ini kami
sampaikan beberapa hal tentang perlakuan akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Perlakuan akuntansi di LRA mengacu terhadap hal-hal sebagai berikut:
3. Secara substansi jurnlah SiLPA harus sama dengan saldo kas neraca;

b. Sesuai dengan PSAP 10 paragraf 5, koreksi kesalahan dapat terjadi antara lain karena
kecurangan atau kelalaian dan ;

c. PSAP 10 paragraf 11, koreksi kesalahan harus dibetulkan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kas yang digelapkan tersebui harus
dikurangkan dari SiLPA sebagaimana disajikan dalam ilustrasi terlampir. Perlakuan
tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sedangkan SiLPA yang dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun
berikutnya adalah SiLPA yang telah dikoreksi.

2. Neraca
Perlakuan akuntansi di Neraca mengacu hal-hal sebagai berikut:

a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca harus sesuai dengan saldo kas
vang ada. Uang kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara tidak
termasuk saldo Kas di 8endahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca;

b. Mengacu pada Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, disebutkan bahwa salah
satu peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang pemerintah adalah adanya
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kerugian negara/daerah. Apabifa telah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTIM) maka surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengakui adanya
Piutang Tuntutan Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

é«éﬁﬁa\l{mite Kerfa, /
N
Al 1T, = ”
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo | Lantai Il Telepon 021 344 9230 pesawat 5520

JI. Lapangan Banteng Timusr No 2- 4 021 386 4786 (Direct)

Jakarta 10710 Faksimili . 021 348 348 21

Kotak Pos 1138 Web-Site  : www.perbendaharaan qo.id
Nomor © S-1685  /PB.4/2010 29 Juni 2010
Lampiran  : -
Hal . Perlakuan Akuntansi atas Risk Sharing dalam

Laporan Keuangan

Yily. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Di
Jakarta.

Berkenaan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, Direktorat Sistem

Manajemen Investasi memperlakukan akuntansi atas risk sharing (briefing sheet terlampir) dalam
dua cara:

1.

!\J

Disajikan dalam laporan keuangan pengelolaan belanja subsidi dan lain-lain (BA.999.00).
Pembayaran risk sharing melalui belanja subsidi dicatat pada laporan realisast anggaran (LRA),
dan tidak dicatat sebagai piutang.

Disajikan dalam laporan keuangan penerusan pinjaman (BA.999.04), secbagal piutang aset
lainnya dalam LICPP 2009 yaitu:

a. Tunggakan KICOP pangan MP 2000 sebesar Rp.91.609,]12 juta.

b. Tunggakan pengadaan KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.917.370,11 juta dan dana cadangan

KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.24.716,40 juta.

Terkait dengan perbedaan perlakuan akuntansi tersebut di atas, kiranya Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan dapat memberikan fatwa atas perlakuan akuntansi risk sharing
sebagai pedoman dalam penyusunan LKPP pada periode berikutnya.

Tembusan: i i

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

o—axrbirektur Jenderal
' '_ﬁ\.';D\ircl('n__!r Sistem Manajemen Investasi /f'

e i B
- Az 1dy/watl
NP A49580104198501 2001

Yth, Direktur Jenderal Perbendaharaan
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Gedung Prijadi Praplosuhardjo ! Lantar I Telepon ; 62-21-344 92 30 psw 5520
JI. Lapangan Banteng Timur No 2 - 4 82-21-388 47 86 - Direct
Jakarta Pusat 10710 Faksimili : 62-21-348 348 21
Kotak Pos 1139 Web-Sile  hitp-/iwww.perbendaharaan.go id

I1.

BRIEFING SHEET
RISK SHARING XREDIT PROGRAM

Kredit Program:

1. Peran usaha mikro, kectl, menengah dan koperasi sangat besatr dalam menghadapi
krisis moneter, dan pilar perekonomian negara.

2. Sebagai pilar perekonomian negara, diperlukan usaha secara terus menerus untuk
mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM.

3. Masalah utama yang dihadapi dalam mengembangkan usaha mikro, kecll,
menengah dan koperasi adalah permodalan, sehingga diperlukan bantuan dan
peran serta Pemerintah.

4. Peran serta pemerintah dalam permodalan ditetapkan dalam kebijakan kredit
program yailu memberikan kredit dalam rangka pelaksanaan programi-program
fertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Kebijakan kredit program melalui pemberian subsidi meliputi:

a. Pemberian subsidi bunga.
b. Pemberian penjaminan.
¢. Pembagian risiko (risk shuring).

Risk Sharing
A. Latar Belakang

].

2.

3.

Sebagian besar UMKM  tidak mampu mendanat usaha yang padat modal
dengan dana sendiri.

Untuk mencukupi kebutuhan permodalan, UMKM mengajukan pendanaan dari
Perbankan.

Perbankan dalam memberikan pendanaan menerapkan persyaratan sesual
dengan azas-azas perkreditan.

. Berdasarkan azas-azas perkreditan, UMKM mempunyai risiko tinggl, dan

perbankan tidak memberikan akses permodalan.

. Agar pcrbankan dapat memberikan pendanaan, pemerintah memberikan risk

sharing yaitu pemerintah menanggung bagian risiko atas tunggakan kredit
program.

B. Skim-Skim Risk Slharing:
Sebagai salah satu subsidi dalam rangka kredit program, terdapat skim-skim risk
sharing kredit program yaitu:

1.

Kredit Ketahanan Pangan (KKP)/Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-

E):

a. Kredit yang diberikan oleh bank pelaksana kredit program kepada petani,
peternak, nelayan dan pembudidaya ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan
dan pembudidaya ikan dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung,
kedelat, ubr kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya lanaman tcbu,
peternakan sapi potong, ayam buras, itik, usaha penangkapan dan budidaya
tkan, serta kepada koperast dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah,
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jagung dan kedelai, sebagaimana diatur dalam Pcraturan Menteri I(euangan
No. 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-
E), Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.05/2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menter1 Keuvangan No. 79/PMK.05/2007 tentang Kredit
Ketahanan pangan dan Energi.

. Pembagian risiko:

Sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam rangka pertanggungan risiko
Kredit Ketahanan Pangan (KKP) No. PKP-045/KKP/DP3/2000 {anggal 13
Nopember 2000 dan amandemen I No. AMA-1/PKP-045/KKP/DP3/2003
tanggal 8 Desember 2003, pembagian risiko:

- Bank pelaksana kredit program 1 50%

- PT. Askrindo 1,9%

- Pemenintah : 48,1 % dari plafond pertanggungan
Hal tersebut dipertegas lagi dengan surat Mentern Keuangan No. S-
66/MK.05/2010 tanggal 12 Pebruari 2010.

c. Realisasi penyaluran:

No Uralan Nilai (Rupiah) Keterangan

1. | KKP/KKP-E yang | 513.407.706.083 | Pembayaran klaim
dipertanggungkan risiko dibebankan

2. | Klaim risiko dibayar 5.445.123.000 | pada APBN, belanja
Pemerintah subsidi  dan transfer

i lainnya ]

2. Kredit Usaha Tani (KUT)

a.

b.

C.

adalah kredit yang diberikan oleh bank pelaksana kredit program (dana
berasal dari bank pelaksana) kepada petani yang bergabung dibawah
Kelompok Tani dan Koperasi/LSM. Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 83 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan No.
486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan KUT.

Pembagian Risiko

Risiko tunggakan ditanggung pemerintah sebesar 100%.

Realisasi penyaluran:

No

Uralan

Nilal (Rupiah) h

Keterangan

L.

Total penyaluran

1.206.513.327.277

2. | Total tunggakan 1.018.311.983.687 | Rp.1.018.311.983.687
3. | Klaim risiko | 1.018.311.983.687 | telah dibayar Pemerintah
dibayar dan  dibebankan  pada

klaim risiko sebesar

APBN TA 2000 dan TA
2001 dengan jenis
pengcluaran kelompok
1 subsidi dan transfer

Pemerintah

3. Kredit Kepada Koperasi untuk Pengadaan pangan (KKOP Pangan)

a.

adalah kredit yang diberikan olch bank pelaksana kredit program (dana
berasal SU-005 (pre-financing)) kepada koperas; dalam rangka pembiayaan
pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelar scbagaimana
ditetapkan  dalam  Keputusan Menteri  Keuangan (KMK) Nomor
65/KMIK.017/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendanaan IKKop Pangan
dan telah diubah dengan KMK Nomor 85/KMIK.017/2000 tanggal 22 Maret
2000.
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b. Pembagian risiko:

- Pengadaan gabah, Pemerintah 90% dan bank pelaksana 10%,
- Pengadaan jagung dan kedelar 100% ditanggung oleh bank pelaksana.

c. Realisasi penyaluran:

['No Uraian Nilai (Rupiah) Keterangan j
1. | Plafond 500.000.000.000 | klaim risiko  sebesar
2. | Total penyaluran 321.520.000.000 | Rp. 157.670.000.000
3. | Total tunggakan 175.190.000.000 | telah dibayar
4. | Klaim risiko dibayay 157.670.000.000 | Pemerintah dan

Pemerintah dibebankan pada
APBN

4. Dana Cadangan KUT TP 1999/2000

a,

b.

adalah dana cadangan berasal dari distribusi bunga bagian Pemerintah
sebesar 2,5% dari total bunga KUT TP 1999/2000 sebesar 10,5%,
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 1999
dan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.017/1999 {entang
Pendanaan KUT

Pembagian risiko

Tidak terdapat pembagian risiko dalam dana cadangan KUT TP 1999/2000

c. Realisast penyaluran:

| No l Uraian Nila) (Rupiah) Keterangan

1. | Total realisast | 1.206.513.327.277,98 | Tidak terdapat
penyaluran KUT TP pembagian risiko
1999/2000

2. | Potensi dana cadangan 29.427.154.323,85
KUT sebesar

(100/102,5%2,5/100  x
1.206.513.327.277,98)

3. | Penerimaan dana 4.710.757.981,98
cadangan KUT s.d. 31
Mei 2010

C. Alokasi dana risk sharing:
Pendanaan risk sharing setiap tahun dialokasikan dalam APBN melalut DIPA,
dengan uraian:

1. Kementerian/Lembaga : Bendahara Umum Negara

2. Unit Organisast : Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain.
3. Program : Subsidi dan trapsfer laimmnya

4. Keglatan : Subsidi bunga kredit program

D. Pencatatan risk sharing
perlakuan risk sharing dalam laporan keuangan dilakukan dalam duoa cara:

].

Disajikan dalam laporan keuangan pengelolaan belanja subsidi dan lain-laim

(BA.999.06). Pembayaran risk sharing melalut belanja subsidi dicatat pada

laporan realisasi anggaran (LRA), dan tidak dicatal sebagai piutang.

Disajtkan dalam Japoran keuangan penerusan pinjaman (BA.999.04),

sebagal piutang aset lainnya dalam LKPP 2009 yaitu:

e Tunggakan KKOP pangan MP 2000 sebesar Rp.91.009,12 juta,

e Tunggakan pengadaan KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.917.370,11 juta
dan dana cadangan KUT TP 1999/2000 sebesar Rp.24.716,40 juta.

-~
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedong Prijadi Prapeosubardijo (1172 2 Telepun : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Haa 5311
Dirckrorat Jenderal Pecbendaharaan laksimde : (021)-352-4551
Jalan Budi Utumo No 6 Website : www.hsap.org
Jakarta 10710 ool webmasted@ksap.ocg
Nomor © S- 68K 1/KSAPHX/2010 | September 2010
Sifat . Segera
Lampiran Do
Hat . Perlakuan Akuntansi atas Risk Sharing dalam
Laporan Keuangan
Yth, Direktur Jenderal Perbendaharaan

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1685/P8.4/2010

tanggal 29 Juni 2010, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan
beberapa hal sebagai berikut:

1.

Paragraf 08 PSAP 01 menyatakan bahwa:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/alau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwva masa lalu dan dan mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperiukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

Paragraf 0B PSAP 02 menyatakan bahwa:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
menyebutkan bahwa:

Belanja Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang
memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi
hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau
masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:

a. Pembayaran jaminan atas kredit macet merupakan komitmen yang menjadi
tanggung jawab pemerintah, sehingga pada saat dilakukan pembayaran
merupakan belanja subsidi sesuai butir 2 dan 3.

b. Terhadap belanfa tersebut tidak dapat dicatat sebagai piutang karena tidak
memenubi syarat untuk diakui sebagai aset sesuai dengan butir 1.
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c. Selanjutnya atas bagtan bunga yang menjadi bagian pemerintah baru dapat
diakui sebagai piutang bunga jika telah dilakukan pembayaran bunga dari
debitur ke bank. Dalam hal belum ada pembayaran, tidak dapat diakui sebagai
piutang bunga karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset sebagaimana
disebut pada butir 1.

d. Dalam catatan atas (aporan keuangan terkait penjaminan, pada bagian informasi
tambahan lainnya harus diungkapkan sebagai berikut:

- Kemungkinan timbulnya kewajiban yang harus dibayar pemerintah akibat
dari jaminan yang diberikan atas penyaluran kredit.

- Kemungkinan akan diterimanya pengembalian uang dari debitur atas kredit
yang jaminannya telah dibayar oleh pemerintah.

e. Penerimaan dari pengembalian jaminan vyang telah dibayar merupakan
pendapatan lain-lain.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

/75 Ketua Komite Kerja,

Tembusan:

1. Direkiur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatf;

2. Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,

DAN ASET DAERAH
JI. Jend. Sudirman No. 41-42 Telp. (0293) 91032 Temanggung 56216

Nomor
Lampiran
Perihal

| Temanggung, 25 Juli 2010

: 900 /577 /2010 - Kepada:
. 1 (satu) bendel Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
: Permohonan Fatwa Di —

JAKARTA

Menunjuk Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Temanggung atas pelaksanaan APBD Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2009, dengan ini kami menyampaikan
permohonan fatwa. Guna bahan pertimbangan Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan di dalam memberikan fatwa, berikut ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

[. LATAR BELAKANG

A. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 tahun 2009 tentang
Kebijakan Akuntansi beserta implementasinya dan Laporan Keuangan
atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 dan 2009.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mulai diberlakukan pada
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009. Walau demikian
penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyusunan taporan Keuangan
atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 telah mengim-
plementasikan Kebijakan Akuntansi dimaksud.

Pada saat pemeriksaaan terhadap Laporan Keuangan atas
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 mengenai:

1. Pengakuan Pendapatan vyang diterima di Kas Bendahara

Pengeluaran atau di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebagai -

pendapatan, sehingga tidak hanya Pendapatan yang ada di
Rekening Kas Umum Daerah saja yang diakui sebagai pendapatan
atau uang milik daerah, serta

2. Laporan Arus Kas menyajikan arus kas Pemerintah Daerah,
sehingga kas yang diberikan oleh BUD melalui Kas Umum Daerah
kepada Bendahara Pengeluaran sebagai Uang Persediaan tidak
diakui sebagai kas ke luar. Demikian pula sisa Uang Persediaan
yang disetor kembali ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara
Pengeluaran tidak diakui sebagai kas masuk,

Auditor BPK-R1 dapat menerimanya. Atas penerimaan ini, Pemerintah
Kabupaten Temanggung kemudian menjadikannya sebagai dasar atau
pedoman di dalam menetapkan Kebijakan Akuntansi di tahun 2009
dan di dalam menyusun Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2009.
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1I.

Dengan demikian pengakuan pendapatan dan penyajian
arus kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di
atas memberi pengertian, bahwa uang yang ada di Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara konsisten
diakui sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari
uang milik daerah.

B. Pemeriksaan Auditor BPK-RI terhadap Laporan Keuangan atas
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Auditor BPK-RI dalam memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun
Anggdaran 2009 memberi catatan tentang:

1. Pengakuan Pendapatan di Kas Bendahara Penerimaan atau di
rekening Kas Bendahara Penerimaan, dan

2. Penyajian Laporan Arus Kas.

Adapun pernyataan Auditor BPK-RI terhadap dua hal
dimaksud adalah:

1. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Temanggung tidak sesuai
dengan SAP, karena pendapatan yang diterima oleh Bendahara
Penerimaan SKPD dan pada tanggal 31 Desember belum disetor
ke rekening Kas Umum Daerah sudah diakui sebagai
pendapatan. '

2. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak
sesuai dengan SAP, karena tidak menggambarkan aliran kas
yang sebenarnya di BUD, tetapi menggambarkan arus kas
Pemerintah Daerah,

Sedangkan Rekomendasi yang diberikan oleh Auditor BPK-
RI terhadap dua hal dimaksud adalah:

1. Bupati Temanggung agar memerintahkan Kepala DPPKAD
Kabupaten Temanggung untuk menyempurnakan kebijakan
akuntansi yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku umum.

2. Neraca harus dikoreksi (penyajian Neraca Audited agar
menampung catatan dimaksud).

3. Laporan Arus Kas harus dikoreksi (penyajian Laporan Arus Kas
Audited agar menampung catatan dimaksud).

C. Perbedaan pendapat antara Auditor BPK-RI.

Dengan demikian terdapat perbedaan pendapat antara
Auditor BPK-RI yang mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2008 dengan Auditor BPK-RI yang mengaudit Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2009. Hal ini tentunya sangat menyulitkan audity.

MAKSUD DAN TUJUAN PERMOHONAN FATWA

Fatwa Komite Standar akan kami jadikan sebagai bahan dalam
merevisi Kebijakan Akuntansi pada Tahun 2010 dan dalam menyusun
Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 dan
selanjutnya. Sedangkan tujuannya adalah agar kami dapat menyusun
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I1.

IV.

Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, tanpa
pengecualian.

FATWA YANG DIMOHONKAN

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana tersebut di
atas, maka materi fatwa yang kami mohonkan adalah hai-hal sebagai
berikut:

1. Apakah kebijakan akuntansi dapat berbeda dengan PSAP?

2. Pengakuan pendapatan di Kas Bendahara Penerimaan dan/atau di
rekening Kas Bendahara Penerimaan.

o Apakah pendapatan vyang telah diterima oleh Bendahara
Penerimaan dapat diakui sebagai bagian dari Kas Umum Daerah
atau bagian dari uang milik daerah?

o Apakah yang dilakukan oleh Penyusun Kebijakan dan Penyusun
Laporan Keuangan dapat di benarkan?

3. Laporan Arus Kas.

« Apakah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah
Uang Persedian yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
diakui sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau uang milik
daerah?

+ Apakah kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetor kembali
sisa Uang Persediaan, Ganti Uang Persedian, dan Tambah Uang
Persediaan ke Kas Umum Daerah mengindikasikan bahwa uang
dimaksud pada dasarnya adalah bagian dari Kas Umum Daerah?

» Apakah Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran yang
harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah harus
ditampilkan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus masuk kas dan
arus ke luar kas dari aktivitas non anggaran?

« Apakah yang dilakukan oleh Penyusun Laporan Keuangan dapat di
benarkan?

PERMASALAHAN

Permasalahan timbul, sebagai akibat perbedaan pendapat antar
Auditor BPK-RI serta antara auditor dengan audity. Perbedaan-perbedaan
dimaksud serta alasan dan pertimbangan yang diajukan oleh masing-
masing pihak adalah sebagai berikut:

A. Pengakuan Pendapatan
1. Menurut Tim Pemeriksa
a. Pendapat

Auditor berpendapat, bahwa Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Temanggung tidak sesuai dengan SAP Karena
pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
dan pada tanggal 31 Desember belum disetor ke rekening
Kas Umum Daerah sudah diakui sebagai pendapatan.

b. Dasar

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran,
pada Paragraf 22 menyebutkan, bahwa “Pendapatan diakui
pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah”.
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Berdasar pernyataan ini, Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung atas Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2009 mendapatkan koreksi.

c. Koreksi

Koreksi yang disampaikan adalah agar audity
mengeluarkan pendapatan yang telah diakui tersebut
dari Laporan Realisasi Anggaran (pada rekening pendapatan)
dan dari Laporan Arus Kas (pada komponen arus masuk kas).
Sedangkan pada Neraca agar dimasukan pada Kelompok Aset
Lancar sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan pada
Kelompok Ekuitas Dana Lancar sebagai Pendapatan Yang
Ditangguhkan.

2. Menurut Kebijakan Akuntansi
1. Pendapat

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Temanggung menetapkan bahwa:

1) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum
Daerah untuk sefuruh transaksi di PPKD/SKPKD;

2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara
Penerimaan untuk seluruh transaksi di SKPD.

2. Dasar

Pilihan atau prinsip Kebijakan Akuntansi dimaksud
disesuaikan dengan kondisi di Pemerintah Kabupaten
Temanggung. Walau demikian pilihan dimaksud tetap
memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) SAP pada Kerangka Konseptua!l memuat 8 (delapan) prinsip
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, salah satu
prinsip dimaksud adalah “prinsip substansi mengungguli
bentuk formal (subctance over form)”. Paragraf 47
menyatakan, bahwa “Informasi dimaksudkan untuk
menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang
seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya,
maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
Catatan atas Laporan Keuangan”.

, Dengan demikian, semua transaksi pendapatan
yang diterima oleh Bendahara Penerimaan, meskipun belum
disetor ke Kas Umum Daerah dapat diakui sebagai
pendapatan. Sebab secara realitas telah terjadi transaksi
yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga menuntut
adanya penyajian sesual hakekat transaksi dan realitas
atas kejadian tersebut. Oleh karena alasan dimaksud
Akuntan boleh mengabaikan bentuk formal/hukum
transaksi/kejadian.

2) PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, pada
Paragraf 5 menyebutkan, bahwa “Basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis
kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan



3)

4)

pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dana”. Sedangkan Paragraf 8
menyatakan, bahwa “Basis kas adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”.

Oleh karena pendapatan yang diterima oleh
Bendahara Penerimaan, merupakan uang yang telah
diterima, maka dapat diakui sebagai pendapatan yang
merupakan bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari
uang milik daerah.

PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan,
pada Paragraf 43 menyebutkan, bahwa “Pertimbangan
dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan
dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan
kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas
ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk
keadaan keuangan dan kegiatan”. Sedangkan, Penjelasan
Paragraf 44 memuat 3 (tiga) pertimbangan pemilihan untuk
penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan
penyiapan laporan keuangan oleh manajemen. Ketiga hal
dimaksud adalah:

a) Pertimbangan sehat;
b) Substansi mengungguli bentuk formal;
¢) Materialitas.

Dengan demikian pilihan kebijakan akuntansi yang
menetapkan, bahwa pendapatan yang diterima oleh
Bendahara Penerimaan diakui sebagai pendapatan
telah memenuhi ketiga hal dimaksudkan di atas.

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian,
pada Paragraf 18 menyebutkan, bahwa “Entitas pelaporan
menyusun laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
secara organisatoris berada di bawahnya”.

Dalam sistem akuntansi desentralisasi entitas
akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan yang
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CakK). Oleh karena

pendapatan yang telah diterima Bendahara Penerimaan

diakuntansikan oleh PPK SKPD sebagai pendapatan, dengan
jurnal:

Kas Bendahara Penerimaan XOXXXXXXK
Pendapatan .......... XXXKXXXXXK

maka pada penyususnan LRA SKPD per 31 Desember
posting/informasi berkenaan dimasukan ke dalam komponen
realisasi pendapatan.

Seluruh LRA-SKPD dikonsolidasikan ke dalam LRA
Konsolidasian (yang disusun oleh SKPKD/PPKD sebagai
entitas  pelaporan). Atas peristiwa dimaksud boleh
dinyatakan, bahwa LRA Konsolidasian secara subtansial/
realita telah mengakui dan menyajikan pendapatan yang
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5)

belum disetor ke Kas Umum Daerah sebagai “realisasi
pendapatan daerah” atau pendapatan yang telah diakui
sebagai pendapatan daerah atau uang yang telah diakui
sebagai bagian dari uang milik daerah atau uang yang telah
diakui berada dalam Kas Umum Daerah.

Selanjutnya, informasi tersebut di dalam Laporan
Arus Kas disajikan sebagai arus kas masuk, sedangkan di
dalam Neraca disajikan ke dalam kelompok Aset Lancar
sebagai Kas dan disajikan ke dalam kelompok Ekuitas Dana
Lancar sebagai SILPA.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: SE. 900/079/
BAKD, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah dan nomor: SE. 900/758/BAKD, tentang
Modul Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah, menetapkan pengakuan
pendapatan sebagai berikut:

a) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas
Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;

b) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara
Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD.

Dengan demikian Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Temanggung yang menetapkan mengakui
pendapatan pada saat:

a) Diterima di Kas Umum Daerah atau di rekening Kas
Umum Daerah untuk pendapatan yang dianggarkan dan
diakuntansikan di PPKD/SKPKD, dan

b) Diterima di Kas Bendahara Penerimaan SKPD atau di
rekening Kas Bendahara Penerimaan SKPD untuk
pendapatan yang dianggarkan dan diakuntansikan di
SKPD

telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Di samping memenuhi/memedomani  ketentuan-

ketentuan sebagaimana terseput di atas pilihan atau prinsip
Kebijakan Akuntansi dimaksud diarahkan antara lain:

1)

Dalam rangka memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas -

bagi wajib pajak/wajib retribusi.

Memenuhi asas transparansi datam arti dapat
memberikan informasi keuangan apa adanya, terbuka, dan
jujur kepada publik, khususnya kepada para wajib
pajak/wajib retribusi. Publik atau para wajib pajak/wajib
retribusi memiliki hak mengetahui secara terbuka, jujur,
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya. Sedangkan, memenuhi asas akuntabilitas dalam
arti Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambilnya
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
berkala.

51

oyl



2)

Pilihan Kebijakan Akuntansi yang menetapkan
pendapatan (uang) vyang -diterima oleh Bendahara
Penerimaan, baik dalam Kas dan mupun dalam rekening Kas
yang ada dalam otoritasnya, diakui sebagai pendapatan
atau diakui sebagai uang yang merupakan bagian dari uang
milik daerah atau diakui sebagai uang yang merupakan
bagian dari Kas Umum Daerah dapat memenuhi kedua asas
dimaksud. Sebab Publik hanya ingin melihat informasi dan
pertanggungjawaban yang disampaikan Pemerintah Daerah.
Ini artinya, dalam pandangan publik semua hal, baik yang
diurus oleh SKPD maupun yang diurus oleh SKPKD/PPKD,
akan dilinat sebagai urusan pemerintah daerah saja. Publik
tidak akan memilah mana yang menjadi urusan SKPD dan
mana yang menjadi urusan SKPKD/PPKD. Bagi publik uang
yang telah diterima oleh pihak SKPD atau SKPKD/PPKD akan
dianggap sebagai uang yang telah diterima oleh pemerintah
daerah.

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern di SKPD.

Peraturan Pemerintah nomor: 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pada:

a) Pasal 57 ayat (2), bahwa “Bendahara Penerimaan wajib
menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum
Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari
kerja”, dan

b) Pasal 59 ayat (1), bahwa "“Penerimaan SKPD yang
merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan
langsung untuk pengeluaran”.

Salah satu ayat dimaksudkan di atas mengatur
kedudukan penerimaan (pendapatan) yang menjadi urusan
SKPD, vyakni “penerimaan SKPD merupakan penerimaan
daerah”. Dengan demikian peraturan dimaksud menetapkan,
bahwa:

« Uang yang diterima di SKPD bukan pendapatan SKPD.
Oleh karena itu,

» Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah.

Kedua prinsip dimaksud mengandung pengertian |

bahwa kas atau rekening kas yang ada dalam otoritas
Bendahara Penerimaan SKPD hanya berfungsi sebagai
tempat penampungan sementara uang milik daerah. Oleh
karena itu, manakala uang tersebut tidak diakui sebagai
pendapatan pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan
SKPD, maka Bendahara Penerimaan dapat tidak menyetor
uang dimaksud ke rekening Kas Umum Daerah. bahkan
justru dapat langsung menggunakannya untuk belanja di
SKPD bersangkutan.
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B. Penyajian Laporan Arus Kas

1.

Menurut Tim Pemeriksa.
a. Pendapat

Bahwa Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten
Temanggung tidak sesuai dengan SAP, karena tidak
menggambarkan aliran kas yang sebenarnya terjadi di BUD,
tetapi menggambarkan arus kas Pemerintah Daerah.

. Dasar

Menurut PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas,
pada Paragraf 8, menyebutkan “Arus kas adalah arus masuk
dan arus ke luar kas dan setara kas pada Bendahara Umum
Negara/Daerah”. Berdasar definisi ini, maka semua uang yang
ke luar dari Kas Umum Daerah/rekening Kas Umum Daerah
disajikan dalam Laporan Arus Kas. Demikian pula uang yang
ada di Kas Bendahara Pengeluaran/rekening Kas Bendahara
Pengeluaran (yang merupakan sisa Uang Persediaan/Ganti
Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan) dan pada tangga!
31 Desember belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah
disajikan dalam Laporan Arus Kas pada komponen Arus Kas
Non anggaran.

. Koreksi

Laporan Arus Kas (dalam kelompok arus kas dari
aktivitas non anggaran) harus menyajikan informasi sebagai
berikut:

o Arus kas masuk

Penerimaan kembali Sisa UP tahun lalu OO
o Arus kas ke luar

Sisa UP tahun berjalan XOOOKXX KK

Koreksi yang digjukan oleh Awuditor tersebut tidak mengikuti
contoh format arus kas dalam SAP, Lampiran V.C.

Dengan demikian dalam Laporan Arus Kas tidak
menampilkan adanya Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran
maupun Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan. Meskipun

pada akhirnya koreksi dimaksud tidak memengaruhi hasil akhir

Laporan Arus Kas. Artinya hasil akhir LAK Unaudited = hasil
akhir LAK Audited.

2. Menurut Pemerintah Kabupaten Temanggung

a. Pendapat

Laporan Arus Kas yang disusun menggdambarkan arus
Kas Pemerintah Daerah, sebagai entitas pelaporan, tidak
hanya arus kas di BUD atau di Kas Umum Daerah/rekening Kas
Umum Daerah. Oleh karena itu sisa Kas di Bendahara
Pengeluaran (sisa UP tahun lalu dan sisa UP tahun laporan)
tidak ditampilkan pada arus masuk kas maupun arus ke luar
kas. terhadap Sisa kas dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
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1) Sisa Uang Persedian tahun anggaran lalu (tahun sebelum
tahun laporan) ditampilkan sebagai saldo awal kas di
Bendahara Pengeluaran, sedangkan

2) Sisa Uang Persediaan tahun berjalan (tahun laporan)
ditampilkan sebagai saldo akhir kas di Bendahara
Pengeluaran.

. Dasar

Plihan menerapkan penyajian Laporan Arus Kas ini
dengan mempertimbangkan:

1) PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, pada Paragraf
11, 12, dan 13 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah
sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun Laporan
Arus Kas yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang
mempunyai fungsl perbendaharaan, yakni BUD. sehingga
uang/kas yang patut disajikan adalah:

» Pada arus kas masuk.

Uang milik Pemerintah Daerah yang diterima
dari pihak lain/di luar Pemerintah Daerah, baik yang
secara langsung diterima di rekening Kas Umum Daerah
(DAU, DAK, DBH, dan lainnya) maupun uang yang
diterima melalui Bendahara Penerimaan dari wajib
pajak/wajib  retribusi dan pihak lainnya, yang sudah
disetor dan yang belum disetor ke Kas Umum
Daerah/rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31
Desember.

o Pada arus kas ke luar.

Uang milik  Pemerintan  Daerah  yang
dikeluarkan secara langsung ke pihak lain/di luar
Pemerintah Daerah (penerima pembayaran, bantuan,
hibah, bagi hasil, dan lain-lain) melalui SP2D-LS dan yang
dikeluarkan melalui  SP2D-UP/GU/TU, vyang sudah
dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pada Paragraf 17 dinyatakan, bahwa “Contoh
format arus kas disajikan dalam Lampiran V.A-C standar ini.

Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu -

pemahaman dan bukan bagian dari standar”.

Oleh karena itu, Laporan Arus Kas yang disajikan
dapat berbeda dengan contoh format dalam Lampiran SAP
dimaksud, yaitu seperti LAK yang disusun oleh Audity, yakni
dengan menampilkan saldo awal Kas di Bendahara
Penerimaan maupun saldo awal Kas di Bendahara
Pengeluaran.

2) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pada
Paragraf 32 menyebutkan, bahwa “Khusus pengeluaran
melafui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit  yang mempunyai fungsi
perbendaharaan”. :
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Dengan demikian uang yang masih di Bendahara
Pengeluaran dan belum dipertanggungjawabkan merupakan
uang milik daerah, sehingga befum diakui sebagai arus kas
ke luar. Sebab uang tersebut belum berpindah tangan ke
pihak lain/di luar pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksudkan angka 1) dan 2) di atas, maka Laporan Arus Kas
Pemerintah Kabupaten Temanggung sebelum dikoreksi Tim
Pemeriksa BPK-RI adalah:

1) Tidak menampilkan Pengembalian Sisa UP tabun lalu dan
Sisa UP tahun laporan sebagai arus kas masuk maupun arus
kas ke luar pada arus kas dari aktivitas non anggaran.

2) Menampiikan Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan dan
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran.

V. KESIMPULAN

A. Perbedaan pendapat antara Auditor dan Audity ditimbuikan oleh
karena: '

1.

Audity berpendapat, bahwa wuvang yang ada di Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara konsisten diakui
sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari uang milik
daerah.

. Auditor berpendapat, bahwa uang yang ada di Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara konsisten tidak

diakui sebagai bagian dari Kas Umum Daerah atau bagian dari |

uang milik daerah.

B. Implementasi atas masing-masing pandangan sebagaimana dimaksud
angka 1 dan 2 di atas menimbulkan:

1.

Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Temanggung berbeda dengan PSAP

Laporan Kéuangan yang disusun oleh Audity berbeda dengan
Lampiran SAP tentang contoh susunan Laporan Keuangan.

. Koreksi yang dijukan oleh Auditor berbeda dengan Lampiran SAP

tentang contoh susunan Laporan Keuangan.

C. Perbedaan pendapat antar Auditor BPK-RI menimbulkan keadaan,
bahwa atas pengakuan pendapatan dan susunan Laporan Arus
Kas yang sama, pada tahun pelaporan yang berbeda,
mendapat pernyataan yang berbeda. Perbedaan pernyataan
dimaksud adalah:

1. Auditorterhadap Laporan Keuangan atas Petaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2008 menyatakan dapat menerima, sehingga tidak
mengajukan koreksi.

Auditor terhadap Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2009 menyatakan tidak dapat menerima, sehingga
mengajukan koreksi.
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TEMBUSAN:

VI,

PENUTUP

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 telah kami
terima pada tanggal 20 Juli 2010 dengan Opini Wajar Dengan
Pengecualian. Sehubungan dengan LHP tersebut terdapat beberapa
rekomendasi yang harus ditindaklanjuti selambat-fambatnya 2 (dua) bulan
setelah terbitnya LHP. Dengan demikian selambat-lambatnya pada tanggal
20 September 2010 seluruh rekomendasi BPK-RI harus telah
ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang bersifat koreksi terhadap Laporan Keuangan
Unadited telah kami laksanakan dalam Laporan Keuangan Audited.
Sedangkan rekomendasi mengenai sistem pengendalian intern, ketaatan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidaksesuaian
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan ditindaklanjuti dalam dua
bulan setelah LHP diterima.

Penyempurnaan  terhadap  Kebijakan  Akuntansi  akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2010.
Penyempurnaan dimaksud dilakukan terutama guna peningkatan kualitas
dan kelengkapan Kebijakan Akuntansi. Hal-hal yang akan disempurnakan
antara lain meliputi sistematika penulisan, rincian dan batasan kapitalisasi
aset tetap, keseragaman istilah, dan contoh/ilustrasi. Sedangkan
mengenai dua permasalahan tersebut di atas, yang kami mohonkan fatwa
kepada Komite, tergantung pada fatwa yang dikeluarkan oleh Komite.

Oleh karena itu, sudilah kiranya Komite dapat memenuhi
permohonan ini dalam tempo yang singkat. Sebab waktu yang diberikan
oleh BPK-RI kepada Awudity untuk menindakianjuti rekomendasi hanya 2
(dua) bulan saja, setelah LHP diterima pada tanggal 20 Juli 2010.
Bersama ini kami lampirkan Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah
Kabupaten Temanggung sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi oleh
BPK-RI.

Demikian permohonan kami dan atas dikabulkannya permohonan

ini kami menyampaikan terima kasih.

MTAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
05 ASET DAERAH

ecrfblna Tingkat I
9601009 198903 1 007

Bupati Temanggung (tanpa lampiran);
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung (tanpa lampiran);
Dir. Jend. BAKD Kementerian Dalam Negeri;

Arsip.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Geduny Prijudi Paaptosoliardio T Le 2 Telepon ¢ (021) 3524551, (021) 344.9230 Iixe 531
Dicckiorat junderal Pecbendaharaan Faksinile . (021)-352-4553
Jalan Budt Uromo No. 6 \Website 1 www.ksap.org
Jakacta (0710 ool webmasted@lesap.ogg
Nomor © S~ 74 IKAIKSAP/X/2010 6 Oktober 2010
Sifat . Segera
Lampiran L.
Hal : Kebijakan Akuntansi
Yth. Bupati Temanggung

Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung
Temanggung

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 900/577/2010. tanggal 29 Juli 2010 perihal

Permohonan Fatwa atas Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Temanggung dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh setiap entitas pelaporan harus mengacu pada
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana ditetapkan dalam PP
24/2005 tentang SAP. Bilamana perlakuan suatu peristiwa/kejadian keuangan belurn diatur
dalam PSAP, entitas pelaporan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan.

Sesuai dengan PSAP 01 yang menyatakan bahwa “Pendapatan adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak periu dibayar
kembali oleh pemerintah”; dan PSAP 02 yang menyatakan bahwa :Pendapatan diakui pada
saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah”, sehingga Pendapatan yang
masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke rekening Kas Umum
Negara/Daerah belum merupakan bagian dari Kas Umum Negara/Daerah. Oengan
demikian, Kas di Bendahara Penerimaan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
Selanjutnya, kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan uang milix pemerintah

daerah dan harus disajikan pada neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persedian yang ada di

Bendahara Pengeluaran SKPD, karena sudah dikeluarkan dari rekening Kas Umum
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Daerah (KUD) maka bukan merupakan bagian dari Kas Umum Daerah, namun tetap
merupakan uang milik daerah.

Kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetor kembali sisa Uang Persediaan, Ganti
Uang Persediaan, dan Tambah Uang Persediaan ke Kas Umum Daerah merupakan
bagian dari prosedur pengelolaan kas yang ditetapkan oleh entitas pelaporan, dan tidak
secara langsung berkaitan dengan posisi apakah sisa kas tersebut merupakan bagian daf
Kas Umum Daerah atau bukan.

Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran yang harus disetor kembali ke rekening
Kas Umum Daerah harus disajikan datam Laporan Arus Kas dan sebagai penambah Saldo
Akhir Kas setelah kenaikan/penurunan kas atas empat aktivitas dalam LAK.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa praktik yang dilakukan oleh penyusun dalam
menyajikan taporan keuangan dapat diterima sepanjang praktik tersebut tidak menyimpang
dari PSAP sebagaimana diatur dalam PP 24/2005.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasin.

Tembusan:

1.
2.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP: dan

Direktur Jenderal BAKD Kementerian Dalam Negeri Sefaku Wakil Ketua Komite Konsuitatif
KSAP.
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONEStA

Namor . B-'91%52/08/2010 u Agustus 2010
Sifat . Segera

Lampiran : Tiga Berkas

Hal . Permohonan Pendapat KSAP

Yth.

Terhadap Uang Pengganti

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Selaku Sekretaris Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hai-hai

sebagai berikut.

1.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menghasitkan beberapa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya Denda dan
Uang Pengganti. Uang Pengganti sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana
tambahan yang dibayarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang yang sama dinyatakan bahwa jika
terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) buruf b
paling lama dalam wakiu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Berdasarkan butir 1 di atas, dalam Laporan Keuangan (LK) TA 2008 (Unaudited) KPK
mengungkapkan sejumlah besar Denda dan Uang Pengganti dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

Pada saat pemeriksaan LK KPK TA 2008 (Unaudited), terjadi ketidaksepakatan
penempatan Denda dan Uang Pengganti antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
KPK dimana BPK mengusulkan agar Denda dan Uang Pengganti dimasukkan ke dalam
Aset (Piulang PNBP) sedangkan KPK berpendapat bahwa Denda dan Uang Pengganti
cukup diungkap di CalLK. '

Atas ketidaksepakatan tersebut, Tim Pengkaji dalam forum tripartit pada tanggal 17 April
2009 memutuskan bahwa Denda cukup diungkap dalam CalLK, sedangkan Uang Pengganti
harus direkiasifikasi ke dalam Aset Lain-lain sebagai Piutang PNBP jangka panjang.

Berdasarkan keputusan tersebut, sejak LK KPK TA 2008 (Audited) s.0 sekarang, Uang
Pengganti masuk ke dalam Aset Lain-lain pada Neraca KPK.

Dengan dimasukkannya Uang Pengganti sebagai Piutang PNBP jangka panjang dalam
neraca, menurut kami terdapat permasalahan terkait dengan penghapusannya.

JIn.H.R. Rasuna Said Kav. C.1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telepon (62 21) 2557 8300, Faks. (62 21) 528 92456, http://www.kpk.go.id
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Sebagaimana diketahui bahwa tatacara penghapusan piutang negara diatur dalam
Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah. Dalam PP tersebut, piutang negara dapat dihapuskan secara bersyarat
ataupun mutlak dari pembukuan setelah piutang diurus secara optimal oleh Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Disisi lain, dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Xorupsi dinyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya
tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.

Berdasarkan pasal 18 ayat (3) di atas, pada saat seorang terpidana menjalani subsider
tambahan pidana penjara sebagai subsitusi dari kewajiban membayar uang pengganti,
maka piufang atas nama terpidana tersebut menurut kami hapus secara mutlak dengan
sendirinya, Dengan demikian menurut pendapat kami, tata cara penghapusan piutang uang
pengganti tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur PP 14 Tahun 2005.

Berdasarkan butir 5 dan untuk mendapatkan kepastian, KPK dengan surat Nomor: S-
2860/50-52/12/2009 tanggat 2 Desember 2009 (fotokopi terlampir) meminta pendapat
Direklorat Jenderal Kekayaan Negara mengenai mekanisme penghapusan Piutang Uang
Pengganti.

Atas surat KPK tersebut, Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-106/MK.06/2010
tanggal 8 Maret 2010 (fotokopi terlampir) meminta fatwa hukum kepada Ketva Mahkamah
Agung (MA) mengenai status hukum uang pengganti yang sudah dikompensasi dengan
pidana penjara.

Atas permohonan fatwa hukum dari Menteri Keuangan, Ketua MA memberikan
fatwa/pendapat hukum (fotokopi terlampir) antara lain sebagai berikut:

a. Pembayaran uang pengganti sebagai pldana tambahan yang jika tidak dibayar oleh
terpidana maka diganti dengan pidana penjara, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), (2),
dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bermakna memberikan pilihan kepada
terpidana untuk memilih seperti halnya terhadap pidana denda yang jika tidak dibayar
diganti dengan kurungan;

Oleh karena itu jika pidana penjara atau kurungan yang dipilih oleh terpidana, maka
pembayaran uang pengganti atau denda tidak dapat ditagih oleh Jaksa/Penuntut
Umum.

b. Pengertian pembayaran “uang pengganti’ sebagai pidana tambahan sekalipun
tujuannya untuk memperkecil “kerugian keuvangan negara®, namun tidak identik/atau
sama dengan pengertian “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir
16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 yang jumlahnya harus pasti dan ditetapkan oleh auditor negara
dari BPK;

Oleh karena itu, Pasal: 65, 66, 67 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tidak iepat
untuk diterapkan, karena “uang penggant” sebagai pidana tambahan bukanlah
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“Piutang Negara” yang harus ditagih oleh PUPN, karena berada dalam lingkup hukum
pidana yang untuk pelaksanaan amar putusannya dilakukan oleh Jaksa/Penuntut

Umum

9. Pada prinsipnya KPK dapat menerima keputusan Tim Pengkaji yang telah ditetapkan pada
forum tripartit 1ahun 2009. Namun mengingat Uang Pengganti juga dimiliki oleh instansi
penegak hukum lainnya dan dengan mempertimbangkan fatwa ketua MA, mohon
pendapatpenegasan kembali dari KSAP mengenai pencatatan Uang Pengganti, apakah
tetap dicatat sebagal aset lain-lain (Piutang PNBP Jangka Panjang) atau cukup diungkap di
CalLK. Sebagai informasi, jumlah Uang Pengganti yang diurus KPK per 30 Juni 2010
adalah sebesar Rp336.831.720.0985,-

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

ST
" mKepala BIro P

—

Tembusan Yth:
1. Pimpinan KPK.
2. Sekretaris Jenderal KPK.
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Nomor : 8- 72 IKA/KSAPIX/2010 ¢ Oktober 2010

Lampiran Do-

Pendapat KSAP terhadap Uang Pengganti

Yth. Sekretaris Jenderal

Up. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1977/52/08/2010 tanggal 11 Agustus

2010 hal tersebut pada pokok sural, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis
“cash towards accrual® mengatur bahwa pendapatan dan belanja diakui pada saat kas
ditenima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara, sedang aset dan kewaijiban
diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban yang mempengaruhi kekayaan bersih

pemerintah,

Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa: “Piutang Negara adalah jumiah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Pusst dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan vang sebagar akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

alau akibat lainnya yang sah.”

Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Uang Pengganti harus dibayar terpidana pada saat putusan perkara korupsi
telah berkekuatan tetap (inkrach!). Dengan demikian, Negara mempunyai tagihan
kepada terpidana sebesar Uang Pengganti yang ditetapkan,

Berdasarkan hat-hal sebagaimana disebutkan pada butir 1, 2, dan 3 di atas, Uang
Pengganti disajikan sebagai “piutang” pada Neraca dan diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penghapusan Piutang Uang Pengganti, mekanisme penyelesaian mengikuti UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan PP
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah,
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sebagaimana surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor

S-3583/KN/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penghapusan terhadap Piutang Uang

Pengganti dan surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 040/KMA/III/2010 tanggal 29

Maret 2010 tentang Permohonan Fatwa Hukum.

Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999, Piutang Uang Pengganti atas nama

terpidana akan dihapuskan secara mutlak dari Neraca apabila:

a. Uang Pengganti telah dibayar lunas oleh terpidana (Pasal 18 ayat (1) huruf b).

b. Harta benda terpidana disita untuk kemudian dilelang (Pasa! 18 ayat (2)).

¢. Terpidana telah menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi dari kewajiban
membayar Uang Pengganti (subsider) (Pasal 18 ayat (3)).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

£ l(étué‘t_(omite Kerja, 5

S

/s

Binsar H/ $imanjuntak

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal BAKD Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakii Ketua Komite
Konsultatif KSAP.
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MNomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAI KABUPATIEN NGANJUK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
I Merdeka Nomur 3 'Felp. (135%) 321284, 321400, 320746 & 321747 (sx 321284, 321400

NGANJUK

Nganjuk, & Juli 2010

1 900//Y32 C 1411.214/2010 Kepada :

: Biasa Yth. Sdr. Ketua Komite Standar Akuntansij
T Pemerintahan (KSAP)

: Penghapusan di

JAKARTA

Menindaklanputi hasil konsultasi dengan Anggota Komite Standar
Akuntanst Pemerintahan (KSAP) perihal penghapusan piutang Gaerah
maka ada beberaps hal yang periu ditanyakan lebih fanjt antara lain:

1. Bahwa pada tahun 2002 - 2005 terdapat pemberian modal kedja
kepada kelompok masyarakat usaha kec# menengah yang penyaluran
dananya dikelola oleh SKPD terkait, dalam petunjuk teknisnya modal
kerja tersebut sudah harus kembali ke Kas Daerah setedsh 2 (dua)
tahun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak ada lagi pengembalian ke
Kas Daerah/menunggak dengan alasan antara lain usaha macef
peminjam meninggal, peminjam pindah atamat tanpa diketahui
keberadaannya.

Bagaimana perlakuan piutang macet yang sudah tidak mungkin

terbayar, apakah bisa dihapuskan langsung.

2. Adanya pemberian modal kerja kepada masyarakat yang berupa lernak
antara lain berupa ternak kambing dan sapl, dalam proses
pengembalian ke Kas Daerah tidak sehargs pembelian kambing/sapi,
namun dibawah harga pembelian, juga terdapat temak yang madi
ataupun potong paksa.

Bagaimana proses penghapusanaya apa cukup dengan surat
pemyataan kematian temak dari kelompok masyarakat yang menerima
pemberian modal kera tersebut, dan bagaimana dengan yang dijual

dibawah harga pembelian.
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3. KD Tahun 2005 terdapat temuan hasil pemenksaan BPK Rl atas
kerugian daerah terkait belanja DPRD pernode 1953-2004 yakni betania
BBM, Listrik, telepon, Av, Tunjangan Keseahieraan Padcan Dmas,
dan Pemumjang Kegistan Fraksi Atas termusn tersebut apakah bisa
diskia sebagai pitang dan nantinya dihapuskan, mengingat beberapa
anggota DPRD ada yang sudah meninggal, dan adapula yang tidak
sanggup mengembalikan kerugian tersebut.

4. Bahwa pada tahun 2006 {erdapat pembagian deviden dafi Bani Jatm
dengan rincian cash deviden dan stock deviden. Penambadan stock
deviden diakui sebagai penambahan investasi kepada Bank Jatim,
Pada Tahun 2010 sisa stock deviden yang Sdak genap 1 (satu) lembas
saham disetor kembali ke kas daerah. Atas pengemsbafian sisa stock
deviden tersebut apakah dicatat sebagai penenmaan pembiayaan dan
mengurangi investasi,

5. Rahwa neraca awal Pemernntah Kabupaten Nganjuk dibuat Tahun

2001 dan belum pernah dilakukan kebipkan peoyusutan. Datan LHP
Tahun 2007 dinyatakan bahwa nitai ased tefap yang ada & bidang
Pembukuan tdak sama dengan Bagian Perlengkapan. Atas
rekomendasi BPK pada fahun 2008 diakuskan sensus
baangfovertansasi aset tetap. Hamun datam pelaksanaannya sensus
tersebut diakisan penilaian kembak aleh Pengurus Barang sehingga
ada beberapa barang yang sama tetapi niacwae berbeda antara yang
ada di neraca dan nitai hasil sensus. Bagaimansa melkanismea peniaian
dan penghapusan Aset Tetap yang benar.

6. Pada Tahun 2006 terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang
dhangun kembal dan sudah tercatst di neraca, dan aset lama masih
tercatat di neraca kasena SK Penghapusan untuk gedung dan
bangunan yang dirobohkan belum dderbitkan sampai dengan
sekarang. Apakah tanpa SK penghapusan bangunzin (ama bisa
dihapus dari neraca? -

Demidan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

IXNAS PPKAD




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prjadi Praptosuhando 111 Le. 2 Telepon @ (021) 352-4551, (021) 344-9230 Lxr 530
Ditcktorat jenderal Perbendabaraan Faksimile : (021)-352-4551
Jalaa Budi Uromo No. 6 Website @ www ksap.osg
Jakasta 10710 E-mal - weh Mksap.or,
Nomor : 8- T5IK 1/KSAP/X/2010 6 Oktober 210
2010
Lampiran i -
Hal : Penghapusan

Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nganjuk
Nganjuk

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1435/411.214/2010, perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan perfakuan piutang macet, Buletin Teknis SAP Nomor 08 tentang
Akuntansi Piutang menjelaskan bahwa pemberhentian pengakuan atas piutang terdiri
dari:

a. Pelunasan;

b. Penghapusbukuan, yaitu kebijakan intern manajemen yang merupakan proses dan
keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat disajikan sesuai dengan nilai wajar
yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penghapusbukuan piutang tidak
secara otomatis menghentikan kegiatan penagihan piutang karena secara yuridis-
formil piutang beium dihapus dan masih diperukan off balance sheet tentang
piutang yang dihapusbukukan;

c. Penghapustagihan adalah penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata
atas suatu piutang. Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kernja
yang berpiutang gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan
menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikutl ketentuan yang bertaku.

Tata cara penghapusan piutang negara/daerah baik secara bersyarat
(penghapusbukuan) maupun secara mutlak (penghapustagihan) diatur dalam PP
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

2. Mekanisme penghapusan piutang macet mohon dilihat pada PP Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

3. Mengenai adanya temcuan kerugian daerah berdasarkan pemeriksaan BPK Rl atas
LKD 2005, datam Buletin Teknis Nomor 06 Akuntansi Piutang dijelaskan pengakuan
piutang TP/TGR harus didukung dengan:

a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan cara damal (di luar pengadilan}). SKTM
merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

b. Surat ketetapan oleh instansi yang berwenang apabila penyelesaian TP/TGR
dilaksanakan melalui Jalur pengadilan.

Apabila belum terdapat bukti yang mendukung piutang TP/TGR tersebut, maka
peristiwa kerugian daerah tersebut diungkap secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Selanjutnya prosedur penghapusan piutang mengacu kepada PP
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
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4. Pencatatan penerimaan dividen saham sebagai penrambah nilai investasi telah sesuai
dengan paragraf 37 PSAP 06. Namun perlu disampaikan, saat ini Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sedang memroses Rancangan Peraturan Pemerintah
SAP Berbasis Akrual termasuk sinkronisasinya dengan SAP Berbasis Kas Menuju
Akrual (PP Nomor 24/2005) yang direncanakan ditetapkan pada tahun 2010 ini. Salah
satu perubahan adalah perlakuan penerimaan dividen saham, dividen saham yang
diterima tidak mengubah nilai investasi. Menimbang hal di atas, Kabupaten Nganjuk
dianjurkan untuk mengkoreksi pencatatan yang lalu terhadap dividen saham yang
diterima.

Pada transaksi pengembalian sisa stock dividend dalam bentuk uang terdapat aliran
kas masuk, sehingga Pemkab Nganjuk melakukan pencatatan pengembalian sisa
stock dividend sebagai pendapatan dividen sesuai dengan paragraf 8 PSAP 02 yang
menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tehun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak periu dibayar kembali cleh
pemerintah.

5. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya dilakukan untuk
penyusunan neraca awal karena sesuai dengan paragraf 58 PSAP 07 Standar
Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau
harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin ditakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional serta dijelaskan dalam laporan
keuangan entitas mengenai penyimpangan dimaksud serta pengaruh penyimpangan
tersebut terhadap gambaran keuangan entitas.

Penghapusan aset tetap diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun
2008. Mekanisme lebih rinci darl penghapusan aset tetap di lingkup Pemerintah
Daerah agar dilihat pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Mekanisme penghapusan aset tetap secara normal dilaksanakan dengan menerbitkan
keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota
sesuai dengan pasal 43 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006. Namun demikian terdapat
beberapa peristwa yang mengakibatkan aset tetap rusak berat atau hilang
keberadaannya seperti bencana alam. Dalam kasus ini, sesual dengan prinsip
Substansi Mengungguili Bentuk (Substance Over Form) penghapusan aset tetap dapat
dilakukan meskipun surat keputusan penghapusan aset tetap belum ada. Penyebab
penghapusan dan kondisi aset tetap yang dihapuskan diungkapkan secara memadai
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian atas perhatiannya dmgaﬁkéféi*}jafgmakasih.

i"llia_t:'ua Komite Kerja, ’}»
[ = =
i - )

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsuttatif; dan

2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalarmn Negeri sebagai Wakil
Ketua Komite Konsultatif.
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Nomor
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Perihal

Samarinda, 22 Scptember 2010

. Ke¢pada
900/238-I V/KeWw,
. Yih Komite Standar Akuntonsi
. Permintaan Penjelasan Pemeriniah

di -

JAKARTA

Bersama ini, karni dard Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

ingin meminta kejelasan perlakuan  akuntansi dari Komite terhadap beberapa
trangaksi/kejadian yanp selama ini terjadi, yekni ;

o

Apakah dalam membuat Laporan Arus Kas Koasolidasi (Pemerintsh Provinsi)
harus mengkonsolidasi Laporan Arus Kas rumnab sakit yang sudah berstaws
BLUD ?

Bagaimana menganggarkan belanja untuk Pembangunan Bandara dan Pelabuhan
vang merupakan  Kewenangan instansi  verlika]?  Sclama im pemprov
menganggurkan  dan  mercalisasikan ke dalam  belanja modal di Dinas
Perhubungan (SKPD). Namun, hal ini tidak dibenarkan olch pemeriksa BPK,
kerena Pengelolaan  Bandara dan Pelabuhan terschut bukan kewenangan
Pemerintah Provinsi (masih merupakan UPT dari Kementrian Perhubungan),
sehinggu sehurusnya belanja tersebut dikelompokkan dalam Belunja {ibah dalam
bentuk Barang kepada Instanst vectikal.

Bagaimana menganggarkan belanja untuk Pengadaan Alat-alar Bantu Pendidikan
dapy Komputer yang diseralikan kepada Sekolah (SMA dan $MP) 7 Selama ini
pemprov menganggarkan dan merealisasikan ke dalam belanja modal di Dinas
Pendidikan Pemerintah Provinsi, Namun, hal ini tidak dibenarkan oleh pemeriksa
BPK, karcna aset tersebut tidek untuk dimiliki oleh Pemierintah Provinsi,
sehingga seharusnya belanja tersebut dikelornpokkan dalam Belanja Hibah dalam
bentuk barang

Demikian pertanyaan dari kami dan jawaban dapat kami terima dalam waktu

tidak terlalu lama untuk proscs penyusunan APRD 2011, Terina kasih.
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GedungPrijadi Praptosuhargjo i LL 2 Telepon . (029) 352-4551, (021) 344-9230 £x) 5311
Oirekloratdenderal Perbendaharaan Faksimle (021)-352-4551
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Jokana 10710 E-mail . wobmagter@ksap org
Nomor - 8- BO/K. 1/KSAP/X/2010 21 Oktober 2010
Sifat . Segera
Hal . Penjelasan Perlakuan Akuntansi atas Konsolidasi Laporan Arus

Kas BLUD ke Laporan Arus Kas Pemda dan Belanja
Pengeluaran untuk Aset Tetap yang akan Diserahkan Kepada
Pihak Lain

Yih. Kepala Biro Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
di-
Samarinda

Berkenaan dengan surat Saudara nomor 800/238-1V/2010, tanggal 22 September
2010 perihal permintaan penjelasan atas kejadian akuntansi di Provinsi Kalimantan Timur
dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Konsolidast LAK BLUD dengan LAK Pemerintah Daerah.

Berdasarkan PSAP 03 Paragraf 12, unit organisasi yang menyusun dan menyajikan
Laporan Arus Kas (LAK) adalah unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal
ini Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk pemerintah daerah. LAK
mencakup seluruh pendapatan dan belanja pemerintah daerah termasuk pendapatan dan
belanja BLUD yang tidak disetar/dikeivarkan ke/dari Rekening Kas Daerah. Pendapatan
dan belanja BLUD dimasukkan ke sistem akuntansi bendahara umum daerah yang
menghasitkan LAK melalui mekanisme SPM/SP2D Pengesahan atau melalui mekanisme
pelaporan pendapatan dan belanja setiap triwulan, sehingga LAK BLUD tersebut tidak
perlu dikonsolidasikan lagi dengan LAK Pemerintah Daerah,

2. Belanja Pengeluaran untuk Aset Tetap yang akan Diserahkan Kepada Pihak Lain.

Berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja
Pemerintah, pengeluaran belanja Pemerintah yang diperuntukkan untuk pengadaan
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pinak lain dimasukkan sebagai belanja
barang, termasuk jika pengeluaran tersebut dialokasikan pada SKPD. Oieh sebab itu,
pengeluaran untuk pembangunan Bandara dan Pelabuhan milik Kementerian
Perhubungan yang dianggarkan di SKPD dimasukkan sebagai Belanja Barang. Dalam hal
pengeluaran tersebut dianggarkan di SKPKD, maka belanja dimaksud dapat dimasukkan
sebagai Belanja Hibah.

Demikian juga pengeluaran untuk Pengadaan Alat-Alat Bantu Pendidikan dan Komputer
yang Diserahkan Kepada Sekolah (SMA dan SMP) yang bukan satker di bawah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

itk

'ﬁ".ﬁfliKétu_a Komite Kerja,
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Gedung Syafruddin Prawiranegara Lt. 10 Utara (Eks Gd.PAIK) Telepon  : 021-3449230 Ext. 4616
J{. Lapangan Banteng Timur No,2-4 Faksimili : 021-3501585
jakarta 10710 Website 1 www.dikn.depkeu.go 1d

Nomor . §5028 /KN/2010 | nre 2914
Sifat :  Segera ST
Lampiran : 1 {Satu) Lembar )

Hal :  Permohonan Penjelasan atas Perlakuan Akuntansi Pencatatan dan

Pelaporan Penerimaan Dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya

&{ggl Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintalhan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya Nomor: S-3945/KN/2010 tanggal 15 Juli 2010

perihal Permohonan Penjelasan atas Perlakuan Akuntansi Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan
Dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya (copy surat terJampir), dapat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1.

Tembusan:

PN O

Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK Rl atas pemeriksaan
Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 tahun 2009;

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 Semester I Tahun 2010, Tim
Pemeriksa BPK Rl menanyakan kembali tindak lanjut yang telah dilakukan, serta tanggapan dari
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas temuan BPK pada tahun 2009 terkait dengan
pelaporan dan pencatatan djviden BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memberikan
penjelasan mengenai perlakuan Akuntansi atas pencatatan dan pelaporan penerimaan dividen
BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur [enderal Kekayaan Negara (sebagai laporan);
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

Direktur Jenderal Anggaran;

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
Inspektur IV, Itjen Kementerian Keuangan;

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, D]Pb;
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, D)A.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prjadi Praptosuhardjo 11 Lantat 2 Telepon @ (021) 352-4551, (021) 344-9230 Lixt 5311

Discktorat Jenderal Pecbendaharaan Faksimile : (021)-352-4551

Jalan Budi Utomo No. 6 Website . www.ksap.org

Jakarta 10710 E-mail  : webmasted@ksap.org
Nomor : 8-04 [KA/KSAP//2011 U Januari 2011
Sifat . Segera
Hal . Penjelasan atas Perlakuan Akuntansi Pencatatan dan Pelaporan

Penerimaan Dividen BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
u.p. Direktur Barang Milik Negara Il
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-5028/KN/2010 tanggal 31 Desember 2010 hal
tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah pada
BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang
diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan
menambakh nilai invesiasi pemerintah.

2. Penyertaan Modal Pemerintah yang nitai kepemilikannya kurang dari 20% menggunakan metode
biaya. Apabila nilai kepemilikannya antara 20% sampai 50% alau kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas, dan apabila nilai kepemilikannya lebih

dan 50% juga menggunakan mefode ekuitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan,
Direktur Jenderal Perbendaharaan;

Direktur Jenderal Anggaran;

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
Inspektur IV, l{jen Kementerian Keuangan;
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Direkiur Penerimaan Negara Bukan Pajak, DJA.

NoOo R WD~
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\ BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
j BADAN PELAKSANA (BAPEL-BPLS)

/:;\;’_——/ JI. Gayung Kebonsarl No.50, SURABAYA - 80235 TELP. 031- 8285748, FAX. 031-8280997

Nomor : 841/03/K/2010 Surabaya, 21 Desember 2010
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas.

Kepada Yth
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di

JAKARTA

Perthal . Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan BMN ferkait pembayarari jual beli tanah dan bangunan di 3
Desa, serta kebijakan status kepemilikan fanggul Yang dibangun diatas tapak tanggut yang bukan
merupakan BMN.

Menyusuli tembusan surat yang ftelah kami sampalkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nomor : 813/03/K/2010 tanggal 27 September 2010 ( terlampir ), serta menindaklanjuti Hasll Laporan Badan

Pemeriksa Keuangan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan 8PLS tahun

2009, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikul :

1. Sesuai hasil temuan BPK terdapat ketidakpastian penyslesalan Konstruksi dalam Pengerjaan terkait
dengan kewajiban BPLS untuk pembayaran tanah dan bangunan warga di luar Peta Area Terdampak. BPK
merekomendasikan agar Kepala Bapel BPLS bersama-sama dengan plhak yang berwenang merumuskan
kebijakan akuntansi yang lepal terkait dengan Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan atas lanah
dan bangunan yang dibelt dad Warga.

2. Kebijakan mengenai status kepemilikan tanggul belum ditetapkan secara jefas ( tanah tapak tanggul yang
dibangun oleh BPLS diatas tanzh yang bukan milik negara }, sebagaimana status kepemilikan tanggul
masih belum jelas. Terkait dengan pemmasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Kepala Bapel
BPLS bersama-sama plhak yang berwenang melakukan kajian status kepemilikan tanggul setelah
konstruksi tanggul selesal, mekanisme penghapusan tanggul yang hilang dan ambles, penentuan umur
ekonomis asel fetap tanggul setelah konstruksi tanggul selesai,

3. Sehubungan dengan permasalahan (ersebut diatas, Kami bemmaksud berkonsultasi kepada Komite
Standar Akuntansi Pemerintah agar dapat memberikan masukan dan pendapat secara tertulis terkall
dengan :

a. Perlunya diberikan kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan BMN terkait slatus kepemilikan tanggul yang
gibangun diatas tapak tanggul yang belum ditetapkan.

b. Dar beberapa pemmasalahan yang dialami oleh Bapel BPLS, dapat kaml simpulkan ada 2 ( dua )
permasalahan mendasar yang perlu segera mendapat rekomendasi dari pihak terkalt yailu pembelian
tanah dan bangunan warga di fuar Peta Area Terdampak belum ada kepastian mengenai kapan
pembayaran tersebul akan seiesai, karena fergantung tahapan pelunasan yang dilakukan olah
PT.MLJ. Serla status kepenifikan (anah yang digunakan sebagal tapak tanggul belum dapat
ditetapkan secara jelas dan dapal menimbulkan masalah hukum dimasa yang akan datang.

WANG G

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya diugﬁ%kan terima ké’sihr

o .

4

< 3ADA Sekrelaris,
" PELAKS
k \ <, .
n, . {f2Adi Sarwoko, Dipl.HE
“ fe o % C

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum R.I. ( Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS ) di Jakarta ,
2. Kepala Badan Pelaksana BPLS di Surabaya (sebagai Laporan);

3 Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-R! di Jakarla.
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BADAN PELAKSANA (BAPEL-BPLS)
JI Gayung Kebonsart No.50, SURABAYA - 60235 TELP. (031) 8285746, FAX. (031) 8280997

Nomor :613/03/K/2010

Lampiran -

Surabaya, 27 September 2010

Kepada Yih.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan

di-

JAKARTA.

Perihal

Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan di 3 Desa (Paenjarakan, Besuki
dan Kedung-Cangkring) Belum Ada Kepastlan Penyelesalan, Serta
Kebijakan Mengenai Status Kepemilikan Tanggul Belum Ditetapkan
Secara Jelas (Tanah Tapak Tanggul yang dibangun oleh BPLS dlatas
Tanah milik, bukan milik Negara)

Sehubungan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), Nomor ;
37.B/LHP/XVIIOS5/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang tertuang di dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPLS tahun 2009, dengan hormat kaml bermaksud
berkonsutiasi atas permasalahan tersebut pada pokok surat diatas sebagai berikut ;

A. Masalah Pembayaran Juaf Beli Tanah dan Bangunan di 3 Desa Belum ada kepastian
Penyelesaian.

I. Hasll Pemeriksaan atas Akun KDP oleh BPK antara lain mengungkapkan hal-hal
sebagai benkut :

1.

Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan sesual dengan
Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 14 Tahun 2007 lentang Badan
Penanggutangan Lumpur Sidoarjo ( BPLS ) sebagaimana telah bebarapa kali
diubah terakhir berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2008 lentang Perubahan
Kedua atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS, antara lain dllakukan
pembebasan tanah milik masyarakat pada peta area tecdampak dan diluar peta
area tecdampak. Sesuai dengan Perpres tersebut pembebasan dan pembayaran
ganti rugi tanah milik masyarakat pada peta area terdampak inenjadi tanggung
jawab PT Minarak Lapindo Jays ( PT. MLJ ), sedangkan proses jual beil tanah
pada masyarakal diluar pela arca {erdampak menjadi tanggung jawab BPLS
yang pembiayaannya menjadi beban ARBN.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ( KDP ) tanah dan bangunan yang lelah tereafisasi
pada 1ahun 2009 merupakan tanah dan bengunan millk warga dilkuar pela area
terdampak yang proses pembayarannya dilakukan secara berlahap oleh
Pemerinlah dengan Skema pembayaran sebagai berikut :

a. Dibayarkan pada tahun anggaran 2008 scbesar 20 % ( Dua Puluh Per
Seratus )

b. Dibayarkan . .. .......
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b Dibayarkan pada tahun anggaran 2009 sebesar 30 % (Tiga Puluh Per
Seratus)

¢. Sisanya dibayar sesuai dengan t{ahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT.
MLJ sebagaimana dimaksud dalam Pecpres Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16
ayat 2.

Pelunasan jual beli tanah dan bangunan kepada masyarakat tidak dapat segera
dilakukan oleh BPLS, karena sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2009 pembayaran
lerhadap tanah milik masyarakatl diluar pela area terdampak dilakukan oleh
BPLS sesuai dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT. MLJ terhadap
tanah Milik masyacakat diluar peta area terdampak. Hasil pemeriksaan dikelahui
bahwa PT. MLJ mengalami kesulitan likuiditas.

Dengan demikian maka pelunasan ganli rugi kepada masyarakat pada pela
diluar area terdampak menjadi lerhambal keréna tergantung pada progres
pelunasan oleh PT. MiJ kepada masyarakat pada area lerdampak.

Sesuai permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Kepala Badan Pelaksana
BPLS bersama-sama pihak terkait yang berwenang merumuskan kebijakan Akuntansi
yang tepal terkait dengan Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan { KDP ) atas
fanah dan bangunan yang dibeli dan warga, dan meninjau kembali mekanisme
pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga diluar pela area terdampak belum ada

kepastian mengenai kapan pembayaran tersebul akan selesai, karena terganfung
tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT. MLJ.

Il. Atas rekomendasi tersebut Badan Pelaksana — BPLS sudah menindak lanjutl dengan
penjelasan sebagai berikut :

1.

R

Hasil komunikasi antara BPLS dengan PT MLJ, menyatakan tetap berkomitmen
untuk menuntaskan pembayaran, meskipun T MLJ sedang mengalaml kesulitan
likuiditas sebagai dampak krisls finansial global. Jadwal pelunasan yang
seharusnya tuntas pada {ahun 2008-2009, diperkirakan baru akan dapat
diselesaikan pada tahun 2012-2013.

Sebagaimana pada perlemuan Trilateral antara BPK-RI, BPLS dan Kementerian
Keuangan Tgl 24 April 2010 di Jakarla, BPLS menyampalkan dokumen rencana
penyelesaian jual befi dan enam lembar contoh pernyataan kesediaan warga
atas pembayaran cicilan yang dilerima dad PT. MLJ melalul suratnya Nomor
098/L.Dir/MLJ/ADS/II2010 tanggal 30 Maret 2010, dalam dokumen lersebuf
dijadwalkan rencana pelunasan 100 % akan dilakukan pada tahun 2012. Dengan
demikian waktu pelunasan pembayaran jual beli tanah dan bangunan sesuai
perpres 48/2008 jo 40/2009 pasal 15 ayat 2 sudah memparoleh kepaslian yailu
pada akhir tahun 2012,

B. Kebijakan mengenal stalus kepemilikan tanggul belum diletapkan secara jelas ( Tanah

Tapak Tanggul Penahan Lumpur yang dibangun oleh BPLS diatas Tanah millk bukan
milik Negara )

I. Haail Pecmeritsnan atas Akun KOPR oleh BRK antara lain moengungkapkan hal-hal
sebagai berikul

1.

Berdasarkan kondis! yang dihadapi sampai dengan sekarang, pembangunan
tanggul penahan lumpur mempergunakan lahan yang sudalh ditetapkan dalam
Perpres 14 tahiun 2007, yang pembebasan lahannya dilakukan oleh Lapindo
Branlas Inc / PT. Minarak Lapindo Jaya, yang samipai dengan sckarang maslh
dalam proses pelunasan, sehingga lahan tersebut belum menjadi milik PT.
Minarak Lapindo Jaya sepenulinya.

2. Tanggulyang .. ..
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Tanggul yang dibangun ofeh BPLS dengan dana APBN yang berfungsi sebagai
penahan juapan lumpur Sidoarjo. Tanggul tersebut dibangun di lokasi peta area
terdampak yang pembayarannya menjadi langgung jawab PT MLJ, sampai
dengan tanggal 31 Desember 2009 pembayaran ganti rugi kepada masyarakat
dilokasi tersebul belum dilunasi oleh PT MLJ, sehingga tanggul genahan lumpur
tersebut dibangun diatas tanah milik warga yang befum dilunasi pembayarannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya langgul-tanggul pengaman genangan
lumpur fersebut memiliki fungsi yang sangat penting guna mengamankan
infrastruklur yang masih berfungsi, serta melindungi masyarakat dan luapan
jumpur, sehingga pengenaan pemelfiharasan tanggul-tanggul tersebut ferus
beralan sepanjang tahun anggaran.

Sesuai permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Kepala Badan Pelaksana
BPLS bersama-sama pihak terkait yang berwenang merumuskan kebijakan mengenai
status kepemilikan tanah untuk tapak tangguf penahan (umpur belum dapat ditetapkan
secara jelas sehingga dapat menimbulkan masalah hukum dimasa yang akan datang.

Atas rekomendasi tersebut Badan Pelaksana — BPLS telah menindak lanjuti dengan
penjelasan sebagai berikuf

1.

Penjelasan Undang-undang Nomor ; 24/2007 tanggal 26 April 2007, tenlang
Penanggulangan Bencana, Pasal 32 ayat ( 1a), ayal ( 1b ), dan ayat ( 2 } bahwa

* Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapal
mencabut atau mengurangi sebagian alau seluruh hal kepemilikan setiap orang
atas suatu benda sesual dengan peraluran perundang-undangan, dengan
memberni ganti rugi sesuai dengan peraluran perundang-undangan kepada orang
tersebut 7,

Berdasarkan hasil evaluasi kepemilikan {ahan di dalam Peta Area Terdampak
tertanggal 22 Maret 2007 setelah proses jual beli, teridentifikasi sebagal bedkut

KEPEMILIKAN LUAS KETERANGAN
TANAH (Ha { PENANGANAN )
1. Warga 400,57 | Jual beli oleh PT. MLJ
2. Perusahaan 61,26 | Bto Boleh PT. MLJ
3. Negara 179,16 | Berupa Fasilitas Umum dan
Fasllitas Soslial
JUMLAH 640,59 o

Kebutuhan tapak tanggul penahan lumpur yang dibangun pada batas Peta Area
Terdampeak tertanggel 22 Marel 2007 adalah seluas 80,905 Ha.

Mengingat status tanah yang sedang dalam pcoses jual beli oleh PT. MLJ
terscbut diatas belum seluruhnya |unas terbayar, maka Bapel BPLS dengan
pertimbangan untuk memberikan kepastian pemantaatan dan status tanah millk
Lapindo Brantas Inc / PT. Minarak Laplndo Jaya, maupun tanggul yang dibangun
diatasnya sebagai asse! Bapel BPLS, maka dibuallah kesepakalan anlara PT,
Minarak Lapindo Jaya dengan Bapel 8PLS, Nomor SP 257/01/0/2010, Nomor
118/L.0ir/MLJ/ADS/AV/2010 tanggal 15 April 2010 lentang Pemanfaalan Tanah
sebagai Tapak Tanggu!l Penahan Lumpur.( sebagaimana terlampir)

Berkenan dengan .. .. ... ...

75



e

Seungpl”

Berkenan dengan permasalahan tersebut di atas kami mohon petunjuk serta arahan tenlang
Kebijakan Akuntansi dan Pengelotaan BMN terkail tanggul yang dibangun dialas iapak
tanggul yang bukan merupakan BMN. Kebijakan akuntansi {ersebut akan kami gunakan
dalam Penyusunan LK TA 2010 sebagai tindak lanjut atas Temuan dan Rekomendasi 8PK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

n RGOy,
ya

« a.ﬁ*dﬁl/e pala

Selfbtaris,

o

tr. Adi SanWoko, Dipl.HE.
SD

o 320

Tembusan disampaikan Kepada Yih.:

Menten Keuvangan di Jakarts;

Menten Pekerfjaan Umum ( Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS ) di Jakarta;
Kepata Badan BPLS ( Sebagai Laporan );

Auditor Ulama Keuangan Negara |V BPK-RI di Jakarta;

Direktur BMN Il di Jakarta;

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;

Pertinggal.

NP Awn
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmasler@ksap.org

Nomor . S- 10 /K. 1/KSAP/II/2011 ' ¢ Februari 2011
Sifat . Segera
Lampiran D o- '
Hal © Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan BMN Terkait
Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan di 3 (Tiga) Desa
serta Kebijakan Status Kepemilikan Tanggul yang Dibangun
di atas Tapak Tanggul yang Bukan Merupakan BMN
Yth. Sekretaris Badan Petaksana

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Surabaya

hal

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 841/03/K/2010 tanggal 21 Desember 2010
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami simpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hal

mendasar yang menjadi pertanyaan Saudara, yaifu:

1.

Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembayaran jual beli tanah dan bangunan di luar area
peta terdampak yang selama ini oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
dicatat sebagai Konsiruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan

Bagaimana kebijakan akuntansi atas tanggu! yang dibangun di atas {apak tanggul yang
bukan aset milik pemerintah. Adapun tanggul tersebut dibangun dengan dana APBN.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, dapat kami sampaikan hai-hal sebagai berikut:

Dalam PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Buletin Teknis
SAP No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa KDP mencakup tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap
lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode
waktu {ertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun
sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Dengan demikian, penggunaan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk mencatat tanah
dan bangunan yang dibeli secara angsuran tidak tepat, karena tidak terdapat suatu proses
konstruksi dalam perolehan tanah atau pun bangunan tersebut,

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BPLS, dinyatakan bahwa BPLS baru
melakukan pembayaran sebagian. Namun demikian, BPLS telah menguasai tanah dan
bangunan tersebut dan bahkan telah memanfaatkan tanazh tersebut untuk pembuatan
kolam penampung.

PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 20 mengatur bahwa “Pengakuan aset

‘tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau

pada saat penguasaannya berpindah.” Selanjutnya, Buletin Teknis SAP No. 09 {entang
Akuntansi Asel Tetap menyebutkan bahwa “Dalam hal tanah belum ada bukii kepemilikan
yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,” maka
adanya substansi bahwa BPLS telah menguasai tanah dan bahkan telah memanfaatkannya
dapat dijadikan dasar pencatatan aset tanah.
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Selanjutnya, PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 22 menyatakan bahwa
Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara
kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap untuk dipergunakan.

Oleh karena itu, pilihan kebijakan akuntansi yang lebih tepat atas pembebasan Iahan yang
di atasnya terdapat bangunan tersebut adalah dengan mencatatnya ke dalam akun Tanah
sebesar nilai belanja yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, terhadap transaksi ini perlu
diberikan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terhadap tanggul yang dibangun di atas tapak tanggul yang bukan aset milik pemerintah,
dapat kami sampaikan bahwa dengan mengacu pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset
Tetap Paragraf 20 dan Buletin Teknis SAP No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, maka
sepanjang tanggul tersebut dimiliki/dikuasai oleh BPLS, tanggul tersebut harus dicatat
dalam Neraca BPLS dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

; / \\Q\Kﬁ}&@m“a Komite Kerja,

,':/ o \_. \ ( -~

TPy e
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PEMERINTAH KOTATANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor
Lampiran
Perihal

JL.Raya Witana Harja Komplek Sasmita Jaya Witana Harja
Pamulang Kota Tangerang Selatan Telp.(021)744-1668

i

Pamulang, 1 November 2010

900/ 207.3-DPPKAD/2010 Kepada Yth.

Sekretariat KSA?

Konsuftasi Akuntansi Di

Tempat

Kami cari DPPKAD Pemerintah Kota Tangerang Selatan berm:zksud untuk

memperoleh penjelasan dari Tim KSAP berkenan dengan hal-hal berikut agar
fidak keliru datam menerapkan apa yang menjadi panduan dalam PSAP.

L.

Dalam PSAP 06 par 34 dinyatakan bahwa penggunaan rietode penilaian
investasi didasarkan pada kriteria :
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunaka:i metode biaya

b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas

- €. Kepemiiikan lebih dari 50% menggunakan metade ekuitas

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilal bersih
yang dapat direalisasikan.

Dari pernyataan b dan c di atas dapst disimpulkan bahwa metode ekuitas
digunakan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau bila kurang dari 20%
vang memiliki pengaruh yang signifikan dan kepemilikan lebih dari 50%.
Usul kami dalam revisi PP 24 vanc akan datang, kriteria di atee
disederhanakan dengan menggabungkai: poin b dan ¢ tersebut sehingga
menjadi :

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biava

b. Kepemilikan 20% atau lebih dan kepemifikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan meanggunakan metode ekuitas

¢. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang dapat direalisasikan.

Atau bila merujuk kepada akuntansi komeisial maka untuk kepemitikan (ebih
dari 50% menggunakan metode korsolidasi (meskipun hal ini sub:
dipraktikan pada sektor akuntansi pemerintahan).

Sisa UP (uang persediaan) yang masih ada di bendahara pengeluaran pada
akhir periode (tanggal 31 Desember) bolehkah kami laporkan dalam
Laporan Arus Kas sebagai arus keluar aktivitas nonanggaran. Hal ini
merujuk pada PSAP 03 par 29 yang menyebutkan “...Kiriman uang
menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum Negarg/daerah”.
Secara faktual, uang tersebut merupake transfer kas dari rekening kas
umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran yang belum/tidak
dibelanjakan dan belum disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah
sehingga :nerupakan kas keluar dari sisi BUD. Karena tidak/belum
dibelanjaken maka tidak dapat diakui sebagai arus keluar kas uriiuk aktivitas
operasi (PSAP 03 per 20).
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3. Bagalmana perlakuan atas aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal
kapitalisasi aset tetap, apakah cukup dicatat dalam KIB (kartu inventaris
barang) dan tidak dimunculkan di neraca dengan penjelasan tambahan pada
CALK atau dicantumkan dalam neraca sebagai persediaan. Sebagaimana
dinyatakan dalam PSAP 05 par 6 dan par 7 persediaan merupakan aset
yvang berwujud mencakup :

a. Barang/perlengkapan {supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah

. Bahan/perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintah

e. Barang habis pakai dan barang tak habis pakai seperti peralatan dan pipa

dan barang bekas pakai.

Sebagal informasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan nilai
minimal aset untuk diakui sebagai peralatan adalah Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah)., Bagaimanakah periakuan yang tepat untuk aset (khususnya
peralatan) yang tidek memenuhi batas kapitatisasi.

Demikian kami sampaikan, semoga kami segera mendapatkan jawaban
dari KSAP sebagai bagian dari persiapan kami untuk menyusun laporan
keuangan untuk Tahun Anggaran 2010 yang akan segera berakhir. Atas
perhatian dan bantuan dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

J(epa‘a Dinas Pendapatar.
{ Qeg@é‘loiaavn Keuangan n Aset Daerah,

*\" / -
H\UUS KUSNADI, SE,M.Si
1%;{9610903 199102 1 001

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Kota Tangerang Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Tangerang Selatan
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAL 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE (021) 3524551,
WEBSITE www.ksap.org, EMAIL' webmaster@Xsap.org

Nomor - 8- /K A/KSAP/I/201 1 10 Februari 2011
Sifat : Segera '

Lampiran D

Hal . Konsultasi Permasalahan Standar Akuntangi Pemerintahan

Yth. Kepala Dinas PPKAD
Kota Tangerang Selatan
Di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/207.3-DPPKAD/2010 tanggal 1
November 2010, hal sebagaimana fersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami
sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Metode penilaian investasi sebagaimana diatur dalam PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
sudah cukup jelas.

2. Sisa UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari Kas Daerah,
bukan merupakan hasil dari aktivitas non-anggaran dan juga bukan sebagai kiriman uang
karena kas dimaksud masih berada dalam entitas yang sama, yaitu pemerintah daerah.
Sisa UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Laporan Arus Kas
pada baris tersendiri setelah baris saldo akhir Kas di BUD, dan di Neraca sisa UP dimaksud
disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran,

3. Terhadap aset yang tfidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, sesuai dengan Buletin
Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, nilainya tidak disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan/neraca akan tetapi perlu dijelaskan dalam CaLK.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,
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e WEYATLESZS
e

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 -9
Telepon 3822739 — 3823433 — 3822336 Fax. 3822336
JAKARTA
Kode Pos. 10110

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

L5 Jammm 204

284/~078.3

Penting

2 {dua) berkas Kepada

Koordinasi perlakuan akuntansi  Yth. Ketua Komite Standar
untuk penerimaan aset. Akuntansi Pemerintahan

di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Tahun Anggaran 2009 No. 14a/LHP/XVIILJKT-XVIilLJKT.2/06/2010,
tanggal 30 Juni 2010 atas Pengendalian Intern dalam Kerangka
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi DKi Jakarta dan Instruksi
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 139 Tahun 2010 tangal 21 Desember
2010 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008, atas Penambahan Aset
Fasos Fasum Sebesar Rp101.554.510.702,00 (seratus satu milyar lima
ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua
rupiah) tidak akurat dan pengendalian intern atas penerimaan Aset

Fasos Fasum tidak memadai. (sebagaimana copy terlampir)

Berdasarkan temuan tersebut BPK RiI menyarankan agar
Kepala BPKD melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) atas perlakuan akuntansi untuk penerimaan
aset, baik yang diterima dari PKS, Hibah, Fasos Fasum dan penerimaan

lainnya.

Berkenzan hal tersebut di atas kami mohon arahan dari Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

GELOLA KEUANGAN DAERAH
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI! PEMERINTAHAN

GEDUNG FRIJADI PRAPTOSUHARDJIO I LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUD! UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor S -3 /K AKSAPNIR0TT ‘ I¢ Februari 2011
Sifat . Segera
Lampiran D -

Hal

Yih

. Perfakuan Akuntansi untuk Penerimaan Aset pada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukola'Jakarta

. Kepala Badan Pengelolé Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 284/-078.3 tanggal 25 Januari 2011 hal

sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal tentang
perlakuan akuntansi atas penerimaan aset, baik yang diterima dari Perjanjian Kerja Sama
(PKS), Hibah, Fasos Fasum maupun penerimaan lainnya sebagai berikut :

1.

Dalam PSAP 07 paragraf 47 lampiran [I PP Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010)
dinyatakan bahwa "Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagaj transfer tanpa persyaratan
suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintali memberikan
bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan
apapun. Penyerahan asel tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti
perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah”.

Mengacu pada PSAP No. 07 paragraf 18 lampiran Il PP 71/2010, maka pengakuan atas
aset tetap yang diperoleh dari donasi tersebut adalah pada saat felah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan
aset akan dapat diandatkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Penerimaan aset tetap yang diperoleh dari Hibah, Fasos Fasum dan penerimaan lainnya
dapat diperlakukan sebagai aset tetap dengan memperhatikan substansi dari masing-
masing sumber perolehan aset tetap tersebuf. Apabila perofehan suatu aset tetap disentai
dengan adanya persyaratan tertentu maka lidak dapal diperiakukan sebagai aset tetap
yang diperoleh dari donasi.

Dalam hal terdapat kepenguasaan asel yang belum dibuktikan dengan adanya hak
kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum namun digunakan untuk operasional
enfitas dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah ada Berita Acara Serah Terima
(BAST) maka dengan mengacu kepada prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, aset
tersebut dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Untuk penerimaan aset telap yang diperoleh dari PKS diperiakukan sebagai Aset Lainnya —
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga. Hal ini merupakan suatu bentuk Kemitraan dengan Pihak
Ketiga yang dapat berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).
Apabila Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berakhir, maka aset dimaksud direklasifikasi
sebagai aset tetap definitifnya.

Selanjutnya PSAP No. 02 paragraf 63 lampiran || PP 71/2010 menyalakan “Transaksi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam benluk barang dan jasa harus dilaporkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa lersebul
pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan
sedemikian rupa pada Calatan atas Laporan Keuangan sehingga dapal memberikan
semua informasi yang relevan mengenai benluk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
yang diterima. Contoh fransaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud
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barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi”, Dengan demikian transaksi nonkas ini
seharusnya dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 20009.

. Namun demikian, dengan berpedoman pada PSAP 10 paragraf 20 lampiran I PP 71/ 2010
yang menyalakan "Koreks/ kesalahan yang lidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah
laporan keuangan periode fersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos
neraca lerkait pada periode ditemukannya kesalahan”, maka tidak perlu dilakukan koreksi
atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009. Demikian juga untuk koreksi atas neraca
sebagaimana dimaksud dalam paragraf tersebut tidak perlu dilakukan karena aset tetap
dimaksud sudah disajikan dalam neraca tahun 2008.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

& Ketua Komite Kerja,
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PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTU KENCANA NO.2 Telp, 4232338-4232339-4232339-4232270 BANDUNG

RIPAY WBAML ‘| ‘
Bandung, 2 Maret 2011
Nomor 900 / 783 = DPKAD Kepada :
Sifat Biasa. Yth. Komile Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran ;| (satu) Berkas Gedung Perbendaharaan 11, Lantai. 3.
Hal Akuntansi Investasi dengan Departemen Kcuangan Jalan Budi Utomo
Metode Ekuitas No.6 Jakarta Pusat
di
JAKARTA

Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tabun 2009 mengenai
penyajian penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada Perusahaan Daerah
dimana sampai dengan Laporan Keuangan Tabun 2009, Pemerintah Kota
Bandung menyajikan selurub akun penyertaan modal (akuniansi investasi)
dengan menggunakan “Metode Biaya” padahal menurut BPK-RI sebagian

investasi tersebut harus menggunakan “Metode Ekuitas™ (Lampiran 1).

Sehubungan dengan hal tersebut. kami mohon kiranya Komtite Standar
Akumansi Pemerintahan dapat membantu memberikan pedoman mengenai (ata
cara perhitungan dengan menggunakan metode ekuitas, hal ini menjadi sangat
penting karena Pemerintah Kota Bandung mengalami kesulitan menyajikan data
investasi dengan metode ekuitas, schubungan dengan posisi akumulasi kerugian
dari beberapa Perusahaan Daerah (elah melampaui nilai penyertaan modalnya

sebagaimana disajikan dalam Lampiran I1

Demikian kiranya menjadi maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

An. WALIKOTA BANDUNG

NIP 1963122% 198503 1 007
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan).
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LAMPIRAN |

Surat Nomor : 90C ; 7 - T
Tanggal ;29 ¥Waret 2011

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
AKUN PENYERTAAN MODAL PEMDA
PER 31-12-2009

NILATPENYERTAAN MODAL

NO URAIAN ILKPD - AUDITED BPK - Rl
NILAL (Rp) % KEPEMILIKAN METODE
_1_| PDAM Kota Bandung | 87.604.563.880,81 >50% | METODE EKUITAS
2 | PD BPR Kota Bandung ) 43.545.000.000,00 > 50% METODE EKUITAS
3 | PD Kebersihan . 16.679.201.611,00 > 50% METODE EKUITAS
4 | PD Pasar B | 759.858.438.550,00 > 50% METODE EKUITAS
_5_| BankJabarBanten .| 29.000.001.620,00 |~ 1,.83% : -
6 | Yayasan Purnabhakti ~1.470.000.000,00 | Tdk Diketahui -
7 | Koperasi Pegawai Kota Bandung 4.000.000.000,00 19,00%

941.157.205.661,81

Pada Tahun 2010 terdapat setoran kas masuk ke Kas Daerah Kota Bandung dari :

1 PDAM Kota Bandung setor ke Kasda tanggal 30-12-2010 sebesar Rp 6.167.406.153,00
(Setoran Bagian Laba Perusahaan ke Kas Daerah sesuai Perda 55% Laba Bersih)

2 PD BPR Kota Bandung setor ke Kasda tanggal 03-09-2010 sebesar Rp 410.183.207,00
(Setoran Bagian Laba Perusahaan ke Kas Daerah sesuai Perda 55% Laba Bersih)
JUMLAH SETORAN | 6.577.589.360,00

. Br-HEOT SISVADI, M.SI.
. Pémbina Utama Madya
NIP 19631221 198503 1 007
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSURARDJO 1 LANTAL 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUD1 UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www ksap.org, EMAIL; webmaster@ksap.org

Nomor ;8- 22 /K 1/KSAP/IV/2011 : llf April 2011
Lampiran : - ’
Haf . Akuniansi Investasi dengan Metode Ekuitas

Yth. Walikota Bandung
Jalan Wastu Kencana Nomor 2, Bandung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/783-DPKAD tanggal 29 Maret 2011
hal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerinfah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang telah,

diperbaharui dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, yaitu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 6

tentang Akuntansi Investasi Paragraf 33 (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010),

menyatakan bahwa penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria

sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

¢. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

2. Selanjutnya, PSAP 6 Paragraf 33 bulir b menyebutkan bahwa dengan menggunakan
metode ekuilas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal

perolehan.

3. PSAP belum mengatur secara khusus tentang saldo investasi negatif. Namun demikian,
mengacu kepada /nternafional Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 07 Paragraf

35 dan 36 dapat disimpulkan bahwa:

.a. Apabila bagian kerugian yang diterima investor dari perusahaan asosiasi atau
" perusahaan anak melebihi nilai terbawa (carrying value) akun investasi tersebut,
kelebihan rugi tersebut tidak diakui oleh investor;

b. Setelah bagian investor menjadi nihil, tambahan kerugian dan adanya kewajiban dapat
diakui hanya sepanjang investor mempunyai tanggung jawab konstruktif dan/atau
kewajiban hukum (incurred legal/constructive obligafion) terhadap perusahaan
investee. Apabila pada periode selanjutnya investee melaporkan adanya
keuntungan/laba, Investor dapal menghapus saldo negatif investasi {ersebut sebesar

bagian laba yang menjadi haknya,
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Dengan demikian, investasi bersaldo negatif diakui oleh investor sepanjang dapat diyakini
menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau investor mempunyai tanggung
jawab konstruktif dan kewajiban hukum (incurred legal/constructive obligation) terhadap
perusahaan invesfee. :

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

4 Ketua Komite Kerja
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Nomor
Sifat
Lampiran
Penthal

PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BAKA'L
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Pejanggik Nomor 12 Telp, (0370) 622373, 637518 Mataram

Mataram 4 April 2011

' Kepada
L Gl 190/ K/ 20114 Yth, Ketua Komite Standar Akuntansi
; Sangat segera Pemerintahan
¢ 1 (satu) lembar di_
: Mchon penjelasan Jakarta

Outetanding SPID

Dengar, hormat, dipermaklumkan bahwa penyusunan Laperan
Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2010 telah disampaikan kepada
BPK - RI Perwakilan NTB pada tanggal 31 Maret 2011, sesuai surat nomor

944/176/Kc02011 tangal 31 Maret 2011 porihal Ponyomenios [apapas

Keuangan Pemenntah Provinsi NTB Tahun 2010 dan sedang dilakukan
pemeriksaan oleh Tim BPK — RI.
Sehubungan hal tersebut, kami mengalami kendala yang bersifat kasus

terhadap keterlambatan pencairan SP2D dari rekening Kas Daerah kepada -

pihak ketiga hingga melewati tahun anggaran berkenaan, yaitu setelah tanggal

31 Desember 2010. _

' Secara kronologis dapat kami sampaikan beberapa hal sebagal

berikut :

1. Bahwa penyampaian SP2D kepada pihak Bank telah dilaksanakan paling
lambat tanggal 31 Desember 2010, namun pelaksanaan transfer kepada
pihak ketiga tudak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga masih

ferdapat sisa pada Bank (rekening Ko Daerah) denpan jumlah yang sangat
signifiken vaitu sebesar Rp.43.012.256.259,00

2. Sebagai akibat keterlambatan tersebut terjadi perbedaan saldo kas pada
Bank (Rekening koran) dengan saldo kas berdasarkan administrasi pada
tingkat penatausahaan di Bagian Xas Daerah Biro Keuvangan Setda
Provinsi NTB, sehingga berakibat juga pada sisa kas fisik yaitu sebesar

Rp.9.197214.312,17 dengan kara lain masih terdapat Ovtstanding SPID
sebesar Rp. 43.012.256.259,00 (penjelasan termapir).

3. Berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 diatas, kami mohon pendapat dar
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas perlakuan yang telah kami
lakukan dalan penyajian Laporen Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2010.

Demikian untuk maklum dan mohon kami diberikan pendapat
dimaksud dalam wakw yang tidak terlalu lama, terima kasih.

‘Q. !
> <
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PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Ji. Pejanggik Nomor 12 Telp. (0370} 622373, 637518 Mataram

Penjelasan angka 2 (dua) Kasus Outstanding SP2D pada Penyusunan Lapotan Keuangan
Pemerintah Provinsi NTB- Tahun 2010,

1. Penyampaian SP2D tahun 2010 yang telah diterima oleh bank pada bulan Desember

1ahun 2010 tetapi baru dapat disclesaikan pencairannya pada awal tahun 2011 dengan

nilal Rp.43.012.256.259,00. Dari hasi} verifikasi dlkctahul bahwa seluruk dokumen
tersebut telah selesai dicairkan oleh pihak bank pada tanggal 25 Februari 2011.

Untuk keperluan penyajian Laporad Kelangan Tahun IUIGQthennmh Proving NTR

menyajikan saldo Kas Daerah dalam Neraca dan realisasi Belanja dalam LRA setelah
memperhitungkan nilai SP2D yang baru diselesaikan pcncéiramya pada tahun 2011
tersebut, sehingga saldo kas daerah per 31 Desember; 2010 disajikan sebesar
Rp.9.197.214.512,17, |

Pemahaman kami mengenei penjelasan PSAP 03 yéng menyatakan bahwa
pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum
Negare/Daerah, maka SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD dan diterima oleb.Fihak

bank pada tahun anggaran 2010 telah dapat diakui sebagai pengeluaran kas tahun
2010 walaupun pihak bank baru dapat menyelesaikan pencairan SP2D tersebul pada

awal tzhun 2011. Secare teknis, SP2D merupakan dokumen perintah pencairan dana

vang apabila telah diterima oleh bank daPat lanssuns diProscs Pcnoa,imn mﬁDYﬁ-.

tanpa pihak bank harus mengeluarkan dokumen tambahan untuk mengotorisasi
pencairan dana tersebut. Oieh karena itu, pengeluaran kas kami anggap dapat diakui
ketika SP2D diterima oleh pihak bank untuk dicairkan. Adapun kelambatan realisasi
pencairan oleh pihak bank hanya merupakan kendala teknis dan tidak menll})cnﬁmm

cut-off pengakuan pengeluaran kas maupun belanja/perabiayaan daerah.

2. Selain PSAP 03 tersebut pada angka 1 (satu), kami juga menggunakan refrensi Pasal
248 Peraturan Menteri Dglam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 Temang Pecoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijachi Praptosuhacdio Il Laneai 2 Telepon @ (021) 352-455%, (021) 344-9230 Fixt 5311
Dirckrorat Jendeal Perbendahaman Faksimile @ (021)-352-4551
Jalan Budi Utomo No. 6 Website : www.ksap.org
Jakarta 10710 E-mail  : webmaster@isap.ocg
Nomor 18- 26 K AKSAPIV/2011 ‘ 27 April 2011
Lampiran : '
Hal : Penjelasan Outstanding SP2D

Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NT8
JI. Penjanggik Nomor 12
Mataram - Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan surat Saudara No 944/190/Keu/2011 tanggal 4 April 2011

perihal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan
Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 ftentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu
PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31 dan 56, menyatakan bahwa
belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah,

. PSAP 01 paragraf 8 menyatakan bahwa “kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di

bank yang sefiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.”

PSAP 03 Paragraf 8 menyebutkan "pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang
keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenfang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 1 menyatakan “Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.”

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan belanja dan pengurangan kas pada

dasarnya dapat diterapkan pada saat penerbitan/penyerahan SP2D jika wakiu antara
penerbitan/penyerahan SP2D ke bank dan pencairannya relatif bersamaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

/4 Ketua Komite Kerja

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif;

4

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negern sebagai Wakil Ketua Komite

Konsultatif.
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Nomor
Sifat
Lampiran
RHal

Tembusan:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 ¥ei 2011

188/403 /KEUDA Kepada
Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar
Mohon Klarifikasi Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

di —
JAKARTA

Berkenaan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bersama int kami mohon pendapat
Saudara terkait dengan salah satu substansi yang masih perlu klarifikasi,
yaitu ”Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana
bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam APBD
dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran
pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal (investasl) pemerintah
daerah, obyek investasi non permanen dan rincian obyek dana
bergulir kepada kelompok masyarakat”.

Demikian kami sampaikan dan atas ketjasama yang baik
diucapkan terima kasih.

-\n«:-.,;'-

a7, MENTERI DALAM NEGERI
" BIREKTGR JENDERAL KEUANGAN DAERAH

A ""‘"f@" Ol

BF( YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Yth.Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan
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PG  KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo il Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan — Kementerian Keuangan Ri
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarla 10710
Telepon  : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311/ Faksimile : (021) 352-455%
Website . www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor 08 - 36 IKA/KSAPN/2011 31 Mei2011
Sifat : Segera .
Lampiran Do .
Perihal . Klarifikasi tentang investasi Non Permanen

Yth. Menteri Dalam Negeri
u.p. Direktur Jenderal Keuangan Daerah
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No.188/403/KEUDA tanggal 20 Mei 2011 perihal di

atas, dapat kami sampaikan hal-hat sebagai berikut:

1. Paragraf 16 huruf (c) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi PP Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran |, menyatakan bahwa investasi non
permanen dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

2. Selanjutnya paragraf 21 menyatakan bahwa Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka
pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja
dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi

jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

3. Selanjutnya dalam Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir Bab Il
tentang Akuntansi dan Pelaporan Dana Bergulir disebutkan juga bahwa pemerintah harus
mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam

dokumen anggaran, pelaksanaan anggaran maupun faporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hal fersebut di atas maka anggaran atas investasi non permanen dana
bergulir adalah pada pengeluaran pembiayaan, jenis investasi pemerintah daerah-dana

bergulir,

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.5 Ketua Komite Kerja,

insar H. Simanjuntak
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PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA PPATK

J1.Ir.H.Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia
Telepon +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856800 +6221-3856826
Ematl : Conlact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

Nomor 2 S- 7% /1.01.2/PPATK/06/11 ' 30 Juni 2011
Sifat : Segera

Lampiran . 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Penjelasan Tentang

Perlakuan Akuntansi dan Jenis
Belanja untuk perpanjangan lisensi
software

Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Anggaran;

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

3. Direktur Jenderal Pembinaan Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan RI

Di Jakarta

Berkenaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan
laporan keuangan Kementerian/Lembaga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010,
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian/Lembaga dinyatakan
bahwa :

a. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib menyajikan
laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran dan
Tahunan (pasal 3 ayat 1);

b. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (pasai 8 ayat 2);

c. Laporan Keuangan tersebut dilengkapi dengan lampiran pendukung berupa
temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan, rekening pemerintah yang
dikelola, serta informasi pendapatan dan belanja akrual (pasal 8 ayat 3).

2. Berkenaan dengan angka 1 huruf ¢ diatas, dapat kami sampaikan bahwa

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl atas Laporan Keuangan

- PPATK tahun 2010 Nomor 13.b/LHP/X\//04/2011 tanggal 26 April 2011 yang
baru diterima PPATK tanggal 24 Juni 2011, disebutkan antara lain :

a. Nilai aset tak berwujud yang dicatat dalam Neraca PPATK posisi 31
Desember 2010 belum dapat mencerminkan nilai aset tak berwujud yang
masit dapat memberikan manfaat bagi PPATK (overstaternent);

b. Masalah tersebut diakibatkan karena ketidakjelasan perlakuan akuntansi
yang berasal dari perpanjangan (update) lisensi;
Lembar ke 1 dori 3
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c. Terhadap aset tak berwujud yang dicatat dalam Neraca PPATK tersebut,
BPK merekomendasikan agar PPATK melakukan koordinasi dan meminta
penjelasan dari Kementerian Keuangan terkait perlakuan dan jenis belanja
yang akan digunakan dalam proses penganggaran terkait dengan kegiatan
pembelian/update lisensi sebagaimana fotokopi terlampir.,

. Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa anggaran dalam rangka
pembelian dan/atau perpanjangan lisensi software PPATK selama ini
dialokasikan pada kelompok belanja modal (AKUN 53), serta dicatat dan
dikapitalisasi sebagai aset tak berujud dalam Neraca Laporan Keuangan PPATK;

. Perlakuan aset tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam :
a. PSAP nomor 1 tanggal 22 Oktober 2010, yaitu :

1) Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak
berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk
kegiatan Pemerintah afau yang digunakan masyarakat umum;

2) Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan tujuan lainnya, termasuk
hak kekayaan intelektual.

b. Dalam Buletin Teknis Nomor 01 tahun 2005 fentang Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Pusat, aset tak berwujud meliputi; soffware komputer,
lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya, dan hasil
kajian / penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon penjelasan atas
beberapa hal :

a. Jika terdapat software komputer yang masih digunakan serta diperiukan
perpanjangan lisensi, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap nilai
perpanjangan lisensi software tersebut, apakah :

1) diperiakukan sebagai belanja barang non operasional yang dibebankan
pada akun Belanja Barang (kode AKUN 52) sehingga tidak perlu
dikapitalisasi dan tidak dicatat dalam neraca; atau

2) harus diperlakukan sebagai belanja modal fisik/non fisik lainnya yang
dibebankan pada akun Belanja Modal (kede AKUN §3), sehingga akan
menambah nilai aset tak berwujud pada neraca. Jika diperlakukan
demikian, maka akan berdampak pada akumulasi nilai aset tak berwujud,
sehingga nilai dalam neraca tidak mencerminkan nifai riil software yang
sebenarnya (overstatement).

b. Bagaimanakan cara penghapusan atas aset tak berwujud yang telah dicatat
dalam Neraca PPATK posisi 31 Desember 2010 apabila telah diperoleh
kepastian tentang perlakuan akuntansi dan jenis belanja terhadap pembelian

perpanjangan lisenst;

Lembar ke 2 dari 3
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6. Perlakuan akuntansi dan jenis belanja terhadap perpanjangan lisensi software

dimaksud sangat penting mengingat akan digunakan dalam alokasi anggaran,
pengadaan, pencatatan, maupun penghapusannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

- _____3.'§D;-\{§epa|a PPATK
V\'[a'kﬂ/i"{épaTa;PE)A\\TK Bidang Administrasi

U WAHYU HIDAYA
© L NIRT198591261978031001

Tembusan disampaikan kepada Yih. :

Auditor Utama Keuangan Negara (I, BPK;

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah; «~

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan;
Direktur BMN |, Ditjen Kekayaan Negara,
Direktur Anggaran [l, Ditjen Anggaran.

oA~ wh =

Lembar ke 3 dari 3
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Geduag Prjadi Praptosubardjo TIT Lt. 2 Dircktorat Jenderal Perbendaharaan Jalan Budi Utomo No. 6
Jakacta 10710, Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311, Faksimile : (021)-352-4551,
Website: www.ksap.org, E-mail: webmaster(@ksap.otg

Nomor ©S- 75 IKAKSAPAII2011 29 Juli 2011
Sifat : Segera \

Lampiran :-

Hal . Penjelasan Perlakuan Akuntansi Perpanjangan Lisensi Software

Yth. Kepala PPATK

Jl.'Ir. H. Djuanda No. 35
Jakarta 10120

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-75/1.01.2/PPATK/05/11 vyang

ditembuskan kepada kami, tentang Permohonan Penjelasan tentang Perlakuan Akuntansi
dan Jenis Belanja untuk perpanjangan lisensi software, dengan ini dapat kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:

1.

2.

Di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) maupun Bulefin Teknis telah diatur definisi aset tak
berwujud dan contoh-contoh dari aset tak berwujud, yaitu:

a. PSAP 01 Lampiran |l PP 71 tahun 2010 paragraf 8 menyatakan aset fak
berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual.

b. Buletin Teknis 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah menyatakan
aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta
(copyright), paten dan hak lainnya, dan bhasil kajian/penelitian yang
memberikan manfaat jangka panjang.

Selanjutnya PSAP 01 paragraf 39 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar. Kemudian pada
paragraf 48 dan 50 dijelaskan bahwa aset nonlancar adalah semua aset yang tidak
termasuk untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau bukan berupa kas dan setara kas. Cakupan
Aset Nonlancar tersebut adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak
berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak [angsung untuk kegiatan
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Daflam paragraf 60 PSAP
tersebut juga disebutkan bahwa aset tak berwujud diklasifikasikan dalam aset {zinnya.
Di dalam Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
dijelaskan bahwa Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi
normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Dalam Bultek ini juga
dijelaskan bahwa terdapal pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang harus
dianggarkan dalam belanja modal, yaitu jika pengeluaran tersebut mengakibatkan
bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki, dan
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pengeluaran tersebut memenuht batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset
lainnya.

4. Perlakuan akuntansi membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan
penggunaan software tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

a. Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian
software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya
pembayaran lisenst saja;

b. Apakah ada batasan waktu penggunaan software tersebut; dan,

c. Berapa lama ijin penggunaan/masa manfaat tersebut.

5. Melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk
pembayaran perpanjangan lisensi sof